BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman yang semakin maju, maka lembaga
keuangan juga semakin banyak menerapkan produk-produk baru guna
memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dalam
perkembangannya sudah banyak produk-produk lembaga keuangan yang
mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam
melakukan transaksi keuangan. Dalam perekonomiannya masyarakat tidak
lepas dari yang namanya uang, oleh karena itu diperlukan adanya tempat
yang aman untuk menyimpan uang mereka. Untuk memudahkan
masyarakat dalam menyimpan uang, maka muncullah lembaga keuangan.
Terdapat dua lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga
Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga Keuangan Konvensional mencakup masalah keuangan
dalam lingkup konvensional, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah
mencakup masalah keuangan dalam lingkup syariah. Lembaga Keuangan
Syariah dibagi menjadi dua yaitu, Lembaga Keuangan Syariah dalam
bentuk bank dan Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk non-bank.
Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk bank diantaranya yaitu BNI

Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah dll. Sedangkan Lembaga Keuangan



Syariah dalam bentuk non-bank diantaranya yaitu Asuransi Syariah,
Koperasi Syariah, Reksadana Syariah dll.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan
yang usaha pokoknya hampir sama dengan Lembaga Keuangan
Konvensional (LKK), namun dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
lalu lintas pembayaran serta pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip
syariat Islam.! Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan
operasional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada Al-
Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
mempunyai tujuan dengan tidak memasukkan elemen-elemen yang
dilarang oleh Islam, seperti riba dan gharar. Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) dalam menjalankan kegiatannya hanya berdasarkan kepada
kegiatan-kegiatan yang halal, yang diperbolehkan oleh agama Islam.
Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menggunakan bunga
dalam transaksinya, tetapi dengan memperkirakan pertambahan dana yang
akan datang yang merupakan hasil dari penggunaan dana yang diberikan.

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam
bentuk non-bank adalah koperasi syariah. Dinama dalam koperasi syariah
terdapat salah satu jenis lembaga keuangan yang sistem operasionalnya
hampir sama dengan sistem operasional yang ada pada perbankan syariah,
lembaga tersebut adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). BMT (Baitul Mal

wa Tamwil) merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai

! Muhammad, Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,
2005), Hal:13



lembaga yang mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadagah. Namun
disamping itu BMT juga mempunyai peran sebagai lembaga yang
mengurusi simpan-pinjam dengan berbasis syariah. Usaha ini hampir sama
dengan usaha perbankan syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, namun yang
membedakan antara perbankan syariah dan BMT vyaitu apabila di
perbankan syariah dapat menarik masyarakat tanpa syarat, sedangkan
BMT hanya boleh menarik masyarakat yang sudah menjadi anggota atau
calon anggota dalam BMT tersebut.

BMT mempunyai produk-produk yang hampir sama dengan
Perbankan syariah, hanya saja yang membedakan adalah sistem dan
operasionalnya, sistem dan operasional dalam Perbankan Syariah lebih
besar dan lebih inovatif jika dibandingkan dengan BMT. BMT mempunyai
jenis produk yaitu penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa. Dalam
produk penghimpun dana (funding) terdapat produk wadi’ah dan
mudharabah. Dalam produk penyaluran dana (financing), yaitu dengan
menggunakan prinsip bagi hasil (profit dan loss sharing atau revenue
sharing) mudharabah dan musyarakah, jual beli (sale and purchase) ba i,
sewa (operational lease and financial lease) ijarah dan IMBT. Sedangkan
dalam produk jasa yaitu kafalah, hawalah, rahn, dll.2

Semakin  berkembangnya produk-produk dalam lembaga

keuangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, maka

2 Muhammad Ridwan, Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil),
(Yogyakarta : Citra Media, 2006), Hal: 38



Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga menawarkan produk-prduk baru
yang lebih inovatif. Salah satunya adalah produk pembiayaan, dalam
produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan
pilihan kepada masyarakat seperti produk pembiayaan konsumtif, modal
kerja maupun pembiayaan kepemilikan rumah. Namun ada juga
pembiayaan lain yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
kepada nasabahnya, yaitu seperti pembiayaan take over dan pembiayaan
gadai emas. Pembiayaan take over adalah pembiayaan dimana sebelumnya
nasabah masih memiliki tanggungan kredit yang sedang berjalan di
Lembaga Keuangan Konvensional, tetapi dapat mengalihkan hutang dari
Lembaga Kuangan Konvensional tersebut ke Lembaga Kuangan Syariah.
Dengan adanya pembiayaan take over (pengalihan hutang) nasabah dapat
mengalihkan utang dari Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) ke
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan kesepakatan dan atas
sepengetahuan dari masing-masing pihak, yaitu nasabah, LKK dan LKS.
Pembiayaan gadai emas syariah adalah salah satu jenis
pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan menggunakan emas
sebagai jaminannya. Dengan adanya pembiayaan gadai emas syariah dapat
membantu nasabah yang membutuhkan tambahan dana tetapi tidak
mempunyai cukup barang berharga seperti BPKB atau sertifikat tanah
yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan. Oleh karena itu Lembaga

Keuangan Syariah (LKS) memberikan kemudahan kepada nasabah yang



ingin melakukan pembiayaan yang mudah dengan memberikan salah satu
produk gadai emas syariah ini. Dalam pembiayaan gadai emas syariah,
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga memberikan keamanan atas emas
yang telah dijadikan jaminan oleh nasabah.’

Pembiayaan take over dan gadai emas syariah merupakan salah
satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS),
pembiayaan take over membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi
non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan
syariah yang dilakukan oleh LKS atas permintaan dari nasabah.’
Sedangkan pembiayaan gadai emas syariah membantu masyarakat yang
membutuhkan pinjaman/pembiayaan dengan menggadaikan emas sebagai
barang jaminannya. Dalam melakukan pembiayaan take over ini LKS
dapat menggunakan beberapa akad yang telah ditetapkan oleh Fatwa No.
31/DSN-MUI/IV/2002  tentang  Pengalihan  Hutang. DSN-MUI
mengemukakan bahwa akad-akad yang dapat digunakan dalam
pembiayaan take over (pengalihan hutang) ada empat alternatif, yaitu:
alternatif | gard dan murabahah, alternatif 11 syirkah al-milk dan
murabahah, alternatif Ill gard dan ijarah, dan alternatif IV gard dan

IMBT (ljarah Muntahiya Bit Tamlik).> Sedangkan untuk pembiayaan

¥ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani
Press, 2001), Hal : 128

* Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih Dan Keuangan, (Jakarta : Rajawali
Press, 2009), Hal : 248

5 DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang



gadai emas LKS dapat menggunakan akad yang ditetapkan dalam Fatwa
MUI No. 26/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn Emas, yaitu akad ljarah.®

Menurut Nanda Meiliza Puspita, dari keempat alternatif akad
yang terdapat pada fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Hutang tersebut
hanya alternatif ke I, yaitu syirkah milk dan murabahah dan alternatif ke
IV gardh dan IMBT yang paling aman sesuai dengan prinsip syariah.
Sedangkan alternative | gardh, dan murabahah lebih dekat dengan ba’i
inah dan alternative ke Il yaitu ijarah dan gardh berbahaya karena hampir
mendekati riba.” Namun menurut Adiwarman Karim, pembiayaan take
over dapat menggunakan akad hiwalah dan qordh, dimana dalam
memberikan take over hutang pokok plus bunga, LKS memberikan jasa
gordh, sedangkan dalam memberikan take over hutang pokok saja, LKS
memberikan jasa hiwalah.® Dari banyak penelitian yang telah dilakukan,
akad yang sering digunakan dalam pembiayaan gadai emas syariah yaitu
akad Qardh dan ljarah.

Namun terdapat pula BMT yang tidak menggunakan salah satu
alternatif akad pengalihan hutang (take over) yang telah ditetapkan oleh
fatwa No. 31/DSN-MUI/IV/2002 maupun akad hiwalah ataupun gordh
yang telah dijelaskan oleh Adiwarman Karim diatas. Salah satu BMT yang

ada di kota Blitar tidak menggunakan alternatif akad yang ada pada fatwa

® DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn Emas

" Nanda Meiliza Puspita, “Analisa Akad Pembiayaan Take Over di Perbankan Syariah
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, Universitas Indonesia, Tesis, (2009),
http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=125736&lokasi=lokal, Sabtu, 14/11/2015
Jam 15.23

§ Karim, Bank Islam:....., Hal : 248
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DSN-MUI terkait dengan pembiayaan take over maupun pembiayaan
gadai emas syariah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui akad apa
yang digunakan dalam memberikan pembiayaan take over dan
pembiayaan gadai emas syariah pada BMT tersebut serta bagaimana
penerapan akad pembiayaan take over dan pembiayaan gadai emas syariah
yang ada pada BMT tersebut jika tidak menggunakan salah satu akad yang
ada pada fatwa DSN-MUI. Karena hal tersebut peneliti tertarik untuk
melakukan pengkajian lebih dalam tentang akad serta penerapannya pada
BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro dalam pemberikan
pembiayaan take over dan pembiayaan gadai emas syariah dalam sebuah
skripsi  yang  berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKAD
PEMBIAYAAN TAKE OVER DAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS
SYARIAH PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU
KANIGORO BLITAR”.
. Fokus Penelitian
Berdasarkan dari konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian

ini adalah bagaimana penerapan akad pembiayaan take over dan
pembiayaan gadai emas syariah pada BMT UGT Sidogiri Cabang
Pembantu Kanigoro Blitar dengan sub-sub fokus sebagai berikut :
1. Apa saja akad yang digunakan dalam pembiayaan take over dan

pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu

Kanigoro Blitar?



2. Bagaimana operasional penerapan akad dalam pembiayaan take over
dan pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu
Kanigoro Blitar?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui
penerapan akad pembiayaan take over dan pembiayaan gadai emas di
BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar.
D. Kegunaan Penelitian
1. Secara teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan teori
yang sudah ada dan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang
penerapan akad pembiayaan take over dan pembiayaan gadai emas
syariah yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro
Blitar.
2. Secara praktis
a. Untuk lembaga yang diteliti
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran
pengembangan keilmuan bagi BMT UGT Sidogiri Cabang
Pembantu Kanigoro Blitar mengenai penerapan akad pembiayaan
take over dan pembiayaan gadai emas syariah.
b. Untuk peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu

dan bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi peneliti



selanjutnya mengenai penerapan akad pembiayaan take over dan
pembiayaan gadai emas syariah.
E. Penegasan Istilah
1. Penegasan Konseptual

a. Akad
Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan
akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban,
memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.®

b. Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai
akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah
berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan
nasabah. ™

c. Gadai emas yaitu menahan barang jaminan berupa emas yang
bersifat milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman
yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai
ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh
jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya
dari barang gadai (emas). Bila pihak yang menggadaikan tidak

dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.™

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta : AMZAH, 2010), Hal : 112

19 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta, Teras, 2014),
Hal:23

1 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hal : 03
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2. Penegasan Operasional
Secara operasional yang dimaksud dengan akad pembiayaan
take over dan pembiayaan gadai emas syariah pada BMT UGT
Sidogiri Blitar adalah akad yang digunakan pada BMT UGT Sidogiri
dalam pemberian pembiayaan take over dan pembaiayaan gadai emas
syariah yang kaitannya dengan kesesuaian akad dengan teori yang ada
dengan yang akan dideskripsikan melalui wawancara dan
dokumentasi.
F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan disusun menggunakan sistematika

sebagai berikut :

1. BABI : PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah,
fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan
istilah dan sistematika pembahasan.

2. BABIl :KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi tentang kajian teori mengenai akad, yang berisi;
pengertian akad, rukundan syarat akad, macam-macam akad, dan
berakhirnya akad. Kajian teori tentang pembiayaan take over yang
berisi; pengertian pembiayaan take over, landasan hukum pembiayaan
take over, dan prosedur pembiyaan take over. Kajian teori tentang
pembiayaan gadai emas syariah yang berisi; pengertian gadai, landasan

hukum gadai, syarat dan rukun gadai, mekanisne akad gadai dan jenis-
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jenis akad dalam gadai syariah. Serta berisi tentang penelitian
terdahulu.

BAB IIl : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian,
kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-
tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang
disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-
pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut
diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi
lainnya.

BABYV :PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan akad
pembiayaan take over dan pembaiayaan gadai emas syariah yang telah
di lakukan penelitian dengan mencocokan dengan teori-teori serta
temuan akad pembiayaan take over dan pembaiayaan gadai emas
syariah yang sebelumnya, serta menjelaskan isi dari temuan teori yang
diungkap dari lapangan mengenai akad pembiayaan take over dan
pembaiayaan gadai emas syariah.

BAB VI :PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
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BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Akad
1. Pengertian Akad
Kata akad berasal dari bahasa arab al- ‘aqad bentuk jamaknya
al- ‘uqud yang mempunyai arti mengikat, sambungan, janji. Adapun
secara istilah ada beberapa definisi akad, antara lain yang
dikemukakan oleh Qomarul Huda dalam bukunya “figh muamalat”
yaitu:

1) Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-gabul
berdasarkan ketentuan syara’yang berdampak pada objeknya.

2) Akad adalah berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau
perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.*?

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya “figh

muamalat” menjelaskan bahwa definisi akad menurut istilah yaitu:

1) Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk
dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf,
pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada
kedua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual-beli, sewa-

menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.

12 Qomarul Huda, Figh Mu’amalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal : 25
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2) Akad adalah pertalian antara ijab dan gabul menurut ketentuan
syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau
dengan redaksi yang lain.

3) Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan
akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban,
memindahkannya, mengalihkannya, maupun menghentikannya.*?

Dari istilah-istilah diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa
akad menurut istilah adalah suatu kesepakatan antara dua belah pihak
atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum untuk melakukan
sesuatu yang diniatkannya dengan ditetapkannya melalui ijab gabul.

Dalam akad pada dasarnya di titikberatkan pada kesepakatan antara

dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-gabul. Dengan demikian

ijab-gabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan
suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak
berdasarkan syara’.

2. Rukun-Rukun Akad
Menurut jumhur fugaha rukun akad terdiri atas:
1) ‘Aqid yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang

melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih.

3 Muslich, Figh Muamalah, ..........., Hal : 110
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2) Ma’qud ‘alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-
benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam
akad gadai dan bentuk-bentuk akad lainnya.

3) Maudhu’al- ‘aqd yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.

4) Shighat al-aqd yaitu terdiri dari ijab dan gabul. ljab adalah
permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul
adalah perkataan yang keluar dari pihak yang lain, yang diucapkan
setelah adanya ijab.'*

ljab gabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

1) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk
perkataan secara jelas.

2) Tulisan. Ada kalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis
karena para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan
perikatan.

3) Isyarat. Suatu perikatan tidaklah selalu dilakukan oleh orang yang
normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila
cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan dengan
menggunakan bahasa isyarat.

4) Perbuatan. Sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada
lagi proses tawar menawar, pihak pembeli telah mengetahui harga

yang tercantum. Pada saat pembeli datang ke meja kasir dengan

Y Huda, Figh Mu’amalab,...., Hal : 28
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membawa benda tersebut maka menunjukkan diantara mereka akan
melakukan transaksi jual beli.®

Setelah terpenuhinya semua rukun-rukun dalam akad, maka terdapat

pula syarat-syarat akad yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu

perjanjian (akad).
3. Syarat-Syarat Akad
Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang
lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.

Secara global, syarat dilihat dari sumbernya terbagi menjadi dua

bagian, yaitu :

1) Syarat syar’i, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara’ yang
harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat
ahliyah (kemampuan) pada si ‘agid untuk keabsahan akad.

2) Syarat ja'li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad
sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud
tertentu dari suatu akad. Syarat tersebut bisa berbarengan dengan
akad, atau digantungkan (dikaitkan) dengan akad, seperti
mengaitkan kafalah dengan talak.

Adapun syarat- syarat akad yang dibahas dalam topik ini ada empat

macam, Yyaitu: syarat in’igad (terjadinya akad), syarat sah, syarat

nafadz (kelangsungan akad) dan syarat luzum. Penjelasan dari keempat

akad tersebut adalah sebagai berikut :

%5 Trisadini P. Usanti Dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta : Bumi Aksara,
2013), Hal : 49
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1) Syarat in’igad (terjadinya akad)

Syarat in’igad adalah sesuatu yang disyaratkan
terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya saha
menurut syara’. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi
batal.

Syarat ini ada dua macam, yaitu:

a. Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap
akad. Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, aqid, objek
akad.

b. Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad,
bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi
dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad
kebendaan (hibah, i’arah, gadai, dll).*®

Jadi syarat umum harus dipenuhi seluruhnya dalam malakukan

akad, sedangkan untuk syarat khusus hanya dipenuhi sebagian saja.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam

akad, antara lain :

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli),
maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada di
bawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya)
akadnya tidak sah.

b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

16 Muslich, Figh Muamalah, .........., Hal : 150
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Cc. Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang
mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang
memiliki barang.

d. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual-beli
mulamasah.

e. Akad dapat memberikan faedah, maka tidaklah sah apabila
akad rahn dianggap sebagai amanah.

f. ljab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab
tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum gabul.

g. ljab dan gabul harus bersambung, jika seseorang melakukan
ijab dan berpisah sebelum terjadinya gabul, maka ijab yang
demikian dianggap tidak sah (batal).*’

2) Syarat sah
Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara’ untuk
timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat
tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan
eksis. Contohnya seperti dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah,
terbebas dari salah satu ‘aib (cacat) yang enam, yaitu: (1) jahalah

(ketidakjelasan), (2) ikrah (paksaan), (3) taugit (pembatasan

waktu), (4) gharar (tipuan/ketidakpastian), (5) dharar, (6) syarat

yang fasid.

Y Huda, Figh Mu’amalan, ................., Hal : 32
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3) Syarat nafadz (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu:

a. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang
melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek
akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan. Apabila tidak
ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka
akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan  mauquf
(ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi’i dan Ahmad
akadnya batal.

b. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam
barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka
akadnya menjadi tidak nafidz. Hak orang lain tersebut ada tiga
macam, yaitu:

1) Hak orang lain tersebut berkaitan dengan jenis barang yang
menjadi objek akad, seperti menjual barang milik orang
lain.

2) Hak tersebut berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi
objek akad, seperti tasarruf orang yang pailit yang belum
dinyatakan mahjur ‘alaih terhadap hartanya yang
mengakibatkan kerugian kepada para kreditor.

3) Hak tersebut berkaitan dengan kemaslahatan si aqid, bukan

dengan barang yang menjadi objek akad. Seperti tasarruf
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oarang yang memiliki ahliyatul ada’ yang tidak sempurna
(nagidhah) yang telah dinyatakan mahjur ‘alaih.
4) Syarat luzum
Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (lazim).
Untuk mengikatnya (lazim-nya) suatu akad, seperti jual beli dan
ijarah, disyaratkan tidak adanya kesempatan khiyar (pilihan), yang
memungkinkan di fasakh-nya akad oleh salah satu pihak. Apabila
di dalam akad tersebut terdapat khiyar, seperti khiyar syarat, khiyar
aib, atau khiyar ru'yat, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim)
bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi
seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.®
Jadi syarat-syarat yang harus ada dalam akad yaitu meliputi
syarat In’igat, Syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Keempat
syarat tersebut sangat penting untuk melakukan sebuah
akad/perjanjian.
4. Macam-Macam Akad
a. ‘Agad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat
selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan
akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah
pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula

ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

8 Muslich, Figh Muamalah, ....................., Hal : 151-152
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b. ‘Agad Mu’alag yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan
penyertaan barang-barang yang diakadkan setelah adanya
pembayaran.

C. ‘Agad Mudhaf yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat
syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan
yang pelaksanannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan,
perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum
mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah
ditentukan.*®

Terdapat tiga macam akad yang sering dijumpai dalam
sebuah transaksi yaitu Aqad Munjiz, Aqad Mu’alag dan ‘Agad Mudhaf.
5. Berakhirnya Akad
Berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasakh, kematian,
atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad mauquf.

1) Berakhirnya akad karena fasakh (pembatalan). Hal hal yang
menyebabkan timbulnya fasakh akad adalah sebagai berikut:

a. Fasakh karena akadnya fasid (rusak), yaitu jika suatu akad
berlangsung secara fasid, seperti akad pada bai’ al- mu’aqqat
atau bai’al-majhud. Maka akad harus di fasakh oleh para pihak

yang berakad atau oleh keputusan hakim.

Y Huda, Figh Mu’amalanh, ......................., Hal : 33



2)

21

b. Fasakh karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang
khiyar berhak melakukan fasakh terhadap akad jika
menghendaki, kecuali dalam kasus khiyar ‘aib setelah
penyerahan barang.

c. Fasakh berdasarkan igalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena
adanya kesepakatan kedua belah pihak.

d. Fasakh karena tidak ada realisasi. Fasakh ini hanya terjadi
pada khiyar naqd, misalnya karena rusaknya objek akad
sebelum penyerahan.

e. Fasakh karena jatuh tempo atau kerena tujuan akad telah
terealisasi. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah
berakhir, atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan
sendirinya menjadi fasakh (berakhir).

Berakhirnya akad kerena kematian. Kematian menjadi penyebab

berakhirnya sejumlah akad, meskipun para ulama berbeda

pendapat tentang masalah ini. Akad yang fasakh karena kematian
adalah sebagai berikut:

a. Akad dalam ijarah
Menurut Hanafiyah, kematian seseorang menyebabkan
berakhirnya akad ijarah. Alasan mereka, karena ijarah
merupakan akad kedua belah pihak, maka jika salah satu pihak

meninggal dunia, dengan sendirinya akad akan berakhir.
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Namun jumhur berpendapat bahwa kematian tidak dapat
menyebabkan berakhirnya akad.

b. Akad dalam rahn dan kafalah
Akad dalam dua transaksi ini merupakan akad yang lazim,
karena itu jika pihak penggadai barang (rahin) meninggal dunia
maka barang gadai harus segera dijual untuk melunasi hutang.
Sedangkan dalam akad kafalah, apabila orang yang berhutang
meninggal dunia tidak mengakibatkan berakhirnya kafalah,
tetapi jika ada hutang yang masih belum terbayar harus
dilakukan perlunasan hutang atau tanggung jawabnya
dilimpahkan kepada pihak lain.

c. Akad dalam syirkah dan wakalah
Akad syirkah akan berakhir dengan kematian seseorang, jika
anggotanya tidak lebih dari dua orang, namun apabila
anggotanya lebih dari dua orang, maka akad syirkah akan tetap
berlangsung bagi para anggota yang masih hidup. Hal ini juga
berlaku bagi akad dalam wakalah. %

3) Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan
berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak
mengizinkannya atau meninggal dunia sebelum dia memberikan

izin.?!

2 bid., Hal : 47
2L 1bid., Hal : 47-49
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Jadi terdapat tiga cara berakhirnya akad, yaitu karena fasakh
(pembatalah), kematian, dan karena tidak adanya tidak adanya izin
pihak lain.
B. Pembiayaan Take Over
1. Pengertian Pembiayaan Take Over
Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai

akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan
yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.?
Pembiayaan berdasarkan take over ini merupakan salah satu bentuk
jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang
membantu masyarakat dalam mengalihkan transaksi non-syariah yang
telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.?

2. Landasan Hukum Pembiayaan Take Over
a. Hukum Syar’i

1) Firman Allah SWT, dalam QS. Al-Ma’idah [5]:1: %

z
-85

C fge0 o A_E. o G g
D 258l 150 5l Al Gl
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-agad itu.....”
2) Firman Allah SWT, dalam QS. al-Isra’ [17]: 34:
&= z T
= z }’/ - - ,/emg. s %% o {',;/

“.......dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya

22 Asiyah, Manajemen Pembiayaan...... Hal : 23

2% Karim, Analisis Figih................, Hal : 248

 Assalaman, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Departemen Agama Al-Qur'an dan
Terjemananya, CV. Asy-Syfa’ : Semarang), Hal : 225

% Assalaman, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ................, Hal : 610-611
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b. Hukum Positif
1) Undang-Undang Perbankan Syariah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat aturan
akad yang dapat digunakan dalam pengalihan hutang, yaitu
terdapat pada Bab IV Pasal 19 tentag Jenis dan Kegiatan
Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank
Syariah dan UUS. Diantaranya disebutkan bahwa “kegiatan
usaha bank umum syariah meliputi:”?°

(@) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

(b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

(c) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad

mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah;

%6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal 19 ayat 1 pada poin (g).
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(d) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah,
Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

(e) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad gardh atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

() Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau
tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah
dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;

(g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad
hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

(h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah;

(i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat
berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi
nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad
ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau
hawalah;

(J) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang

diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
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(k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak
ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

() Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;

(m)Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

(n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip
Syariah;

(o) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad
wakalah;

(p) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi
berdasarkan Prinsip Syariah; dan

(g) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”’

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2008 diatas kegiatan pengalihan utang terdapat pada

poin  (g) Yyang menyebutkan bahwa  “Melakukan

pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad

%7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal 19 ayat 1 poin (g).
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lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”. Jadi
untuk pembiayaan take over (pengalihan utang) dapat
menggunakan salah satunya adalah akad hawalah, namun tidak
menutup kemungkinan dapat pula menggunakan akad lain,
asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai
dengan penempatannya.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang take over
DSN-MUI telah mengatur mengenai pembiayaan take
over atau pengalithan utang dalam Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/V1/2002 Tentang Pengalihan
Utang. Diataranya terdapat empat alternatif akad yang dapat
digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam pengalihan
hutang, keempat alternative tersebut yaitu:
a) Alternatif |
LKS memberikan gardh kepada nasabah. Dengan gardh
tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya di Lembaga
Keuangan Konvensional dan dengan demikian, asset yang
dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara
penuh. Kemudian nasabah menjual aset kepada LKS, dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi gardh-nya
kepada LKS. Setelah itu LKS menjual secara murabahah
aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah,

dengan pembayaran secara cicilan.
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Alternatif 11

LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin
Lembaga Keuangan Konvensional; sehingga dengan
demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan
nasabah terhadap asset tersebut. Bagian asset yang dibeli
oleh LKS senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah
kepada LKK. Setelah itu LKS menjual secara murabahah
bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada
nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif 111

Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh
atas aset, nasabah dapat melakukan akad ljarah dengan
LKS, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah
dengan menggunakan prinsip al-Qardh.

Alternatif IV

LKS memberikan gardh kepada nasabah. Dengan gardh
tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan
demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi
milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual
asset kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah
melunasi qardh-nya kepada LKS. Setelah itu LKS

menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut
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kepada nasabah, dengan akad al-ljarah al-Muntahiyah bi
al-Tamlik (IMBT).%

Fatwa DSN-MUI diatas telah mengatur tentang
pembiayaan teke over dimana terdapat ketentuan akad yang
dapat dilakukan melalui empat alternatif akad, yaitu: alternatif
| gard dan murabahah, alternatif Il syirkah al-milk dan
murabahah, alternatif Il gard dan ijarah, dan alternatif IV
gard dan IMBT (ljarah Muntahiya Bit Tamlik).

3. Prosedur Pembiayaan Take Over

Pembiayaan take over membantu masyarakat untuk
mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi
transaksi tang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan
nasabah, bank syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di
bank konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah atau dapat
juga menggunakan gard, disesuaikan dengan cara ada atau tidaknya
unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Setelah
nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi
yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank syariah.

Dalam pembiayaan take over ini, bank syariah
mengklasifikasikan hutang nasabah menjadi dua macam, yaitu hutang
pokok plus bunga dan hutang pokok. Dalam memberikan take over

hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa qordh, karena

%8 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/V1/2002 Tentang Pengalihan
Utang



30

jasa qordh tidak terbatas untuk manalangi hutang termasuk yang
berbasis bunga. Dalam memberikan take over hutang pokok saja, bank
syariah memberikan jasa hiwalah atau pengalihan hutang karena
hiwalah tidak bisa untuk menalangi hutang yang berbasisi bunga.
Terkait akad yang digunakan, disesuaikan dengan apakah take over
dengan jasa hiwalah tadi berupa pembiayaan modal, investasi, atau
konsumsi. Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, bank
syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah
ke dalam dua kategori, yakni pembiayaan take over atau pembiayaan
non-take over.

Dalam pembiayaan tersebut termasuk ke dalam take over
ataupun non-take over, faktor pertama yang harus dicermati bank
syariah adalah apakah pembiayaan tersebut berbentuk sindikasi atau
nonsindikasi (retail). Jika pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan
non-take over yang berbentuk sindikasi, faktor selanjutnya yang perlu
ditelaah adalah apakah sindikasi tersebut marupakan sindikasi
korporasi atau bukan. Jika ya, alur penetapan akad pembiayaannya
sama dengan pembiayaan sindikasi. Namun jika bukan korporasi, bank
tidak dapat memberikan fasilitas pembiayaan. Dalam hal pembiayaan
tersebut berbentuk nonsindikasi (retail), faktor berikutnya yang harus
diidentifikasi oleh bank syariah adalah mengklasifikasikan apakah
pembiayaan tersebut termasuk ke dalam pembiayaan modal kerja,

investasi atau konsumtif.
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Dalam hal pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan take
over yang berbentuk sindikasi, maka hal pertama yang harus
diidentifikasi oleh bank syariah adalah apakah hutang nasabah hanya
terdiri dari hutang pokok atau hutang pokok plus bunga. Jika hanya
terdiri dari hutang pokok, langkah pertama yang diberikan bank adalah
pemberian jasa hiwalah. Namun jika hutang nasabah terdiri dari
hutang pokok plus bunga, langkah pertama yang dilakukan bank
syariah adalah memberikan gardh kepada nasabah sehingga nasabah
dapat melunasi hutangnya di bank konvensional dan asset tersebut
menjadi hak milik nasabah secara penuh. Dalam hal ini, baik melalui
pemberian jasa hiwalah ataupun pemberian gardh, langkah berikutnya
yang dilakukan bank syariah adalah mengidentifikasi apakah sindikasi
tersebut berbentuk lead syndication, club deal, atau sub syndication.

Jika sindikasi tersebut berbentuk lead syndication, bank
syariah perlu melakukan desain akad musyarakah. Namun, jika bentuk
sindikasi tersebut adalah club deal atau sub syndication, bank syariah
tidak perlu membentuk akad musyarakah. Setelah proses identifikasi
tentang bentuk-bentuk sindikasi dilakukan, bank syariah membeli
secara tunai asset nasabah yang menjadi objek pengalihan hutang
tersebut untuk kemudian disewabelikan kembali kepada nasabah
melalui akad IMBT. Penerapan akad IMBT ini pada hakikatnya adalah
untuk menghindari terjadinya bai’l al-inah yang merupakan salah satu

akad jual beli yang dilarang dalam syariah.
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Dalam hal pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan take
over yang tidak berbentuk sindikasi, hal yang pertama bank syariah
lakukan adalah melakukan idenfitikasi terhadap hutang nasabah,
apakah hutang nasabah hanya terdiri dari hutang pokok atau hutang
pokok plus bunga. Jika hanya terdiri dari hutang pokok, langkah
pertama yang diberikan bank adalah pemberian jasa hiwalah. Namun
jika hutang nasabah terdiri dari hutang pokok plus bunga, langkah
pertama yang dilakukan bank syariah adalah memberikan gardh
kepada nasabah sehingga nasabah dapat melunasi hutangnya di bank
konvensional dan asset tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
Selanjutnya, nasabah menjual asset tersebut kepada bank yang dari
hasil penjualannya tersebut nasabah dapat melunasi gardhnya kepada
bank syariah. Setelah itu, bank syariah menyewakan asset yang telah
menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad IMBT.
Penerapan akad IMBT ini pada hakikatnya adalah untuk menghindari
terjadinya ba’l inah yang merupakan salah satu akad jual beli yang
dilarang dalam syariah.?®

Penjelasan diatas menerangkan bahwa pembiayaan take over
dapat dilakukan dengan menggunakan dua akad yaitu akad hiwalah
dan gordh. Penggunaan kedua akad tersebut dapat dilihat dari
hutangnya, apakah hutang yang dialihkan itu tanpa bunga atau dengan

bunga. Apabila hutang tersebut disertai dengan bunga, maka akad yang

2 Karim, Bank IS1am: .......oooveveeeeeens, Hal : 248
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digunakan adalah akad gardh, namun apabila tidak disertai dengan
bunga, maka menggunakan akad hiwalah. Alasan dari penggunaan
kedua akad tersebut adalah untuk menghindari terjadinya ba’i al inah,
dimana ba’i al inah merupakan transaksi jual beli yang dilarang oleh
syariah Islam.
C. Pembiayaan Gadai Emas
1. Pengertian Gadai
Ar-rahn adalah suatu perjanjian untuk menahan suatu barang
sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahn secara bahasa yaitu
tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah pengertian ar-rahn
bermacam-macam, terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian
Rahn (gadai) diantara yaitu:
a. Zainuddin Ali
Gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat milik si
peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya,
dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga
pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk
mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang
gadai. Bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang

pada waktu yang telah ditentukan.*

% Ali, Hukum Gadai.................., Hal : 03
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b. Muhammad Syafi’i Antonio

Gadai (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah
(rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman
(marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai
ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima
gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil
kembali seluruh atau sebagian piutangnya. **

Ascarya

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak
lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya,
maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari

pemberi amanah.*

. Wirdyaningsih

Rahn adalah pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan
jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti
perhiasan, emas, perak, intan, berlian, batu mulia, dan lain-lain
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Nasabah diwajibkan membayar kembali utangnya pada saat jatuh
tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang
jaminannya. Bank memperoleh pendapatan berupa sewa tempat

penyimpanan barang jaminan. Ar-rahn sebenarnya adalah sarana

31 Antonio, Bank Syariah...................., Hal: 128
%2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

Hal : 108
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penting bagi masyarakat untuk mencairkan kembali harta beku
sehingga menjadi lebih produktif.®

Jadi dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat diatas,
bahwa rahn (gadai) adalah pembiayaan dimana pemberi gadai (rahin)
memberikan barang gadai (marhun) kepada penerima barang gadai
(murtahin) sebagai jaminan atas pinjaman (marhun bih) yang telah
diterima rahin. Setelah pinjaman tersebut lunas, rahin harus mengganti
biaya atas sewa tempat yang digunakan rahin untuk menyimpan
barang gadai (marhun) kepada murtahin.

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan
pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
Barang yang digadaikan wajib memenubhi kriteria:

a. Milik nasabah sendiri

b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil
pasar.

c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas ijin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu
yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang
yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat,
maka nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi,
bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah

hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut

135

%% Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), Hal :
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dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya,
kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Apabila penjualan lebih
kecil ~dari kewajibannya maka nasabah harus  menutupi
kekurangannya.*

Nasabah boleh menggunakan barang jaminan tertentu yang
dikehendaki oleh bank dan atas seizin pihak bank, namun apabila ada
kerusakan maupun cacat pada barang gadaian, maka hal tersebut
adalah tanggung jawab dari nasabah. Dan apabila nasabah ingkar janji,
maka bank dapat menjual barang gadaian, apabila harga jual barang
gadaian lebih besar dari kewajiban nasabah maka kelebihan dari harga
jual tersebut menjadi milik nasabah, dan jika harga jual barang gadaian
lebih kecil dari kewajiban nasabah, maka nasabah wajib untuk
menutupi kekurangannya.

Manfaat yang dapat diambil dari oleh bank dari prinsip rahn
(gadai) yaitu:

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main
dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang
deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah
peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang

dipegang oleh bank.

% Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 9, (Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal : 106
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c. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang
tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana.
Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-
biaya konkret yang harus dibayar nasabah untuk pemeliharaan dan
keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fidusia
(penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah
juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang
berlaku secara umum.*®> Manfaat yang diperoleh bank dengan adanya
rahn atas barang yang dijaminkan yaitu menjaga nasabah agar tidak
lalai dengan kewajibannya, memberikan keamanan atas dana dari
nasabah deposan dan penabung dan membantu nasabah pembiayaan
yang kekurangan dana.
2. Landasan Hukum Gadai
a. Hukum Syar’i
1) Al-Qur’an

Firman Allah dalam Surat Al-Bagarah [2] : 283 *
N AL AT AN B S SR N T - e

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang)”.

% Antonio, Bank Syariah.............c.cc......, Hal : 130
% Assalaman, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ................, Hal : 101-102
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2) Hadist ¥
Hadis A’asyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

“Dari Aisyah r.a. Rasulullah SAW membeli makanan dari
seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi
sampai dengan dengan batas waktu tertentu, dan Rasulullah
menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi tersebut
(sebagai agunan)”. (HR. Muslim).

b. Hukun Positif
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah
Dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahn 2008 terdapat
beberapa akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan,
termasuk untuk akad gadai emas syariah. Pada pasal 1 ayat 25
dan pasal 19 ayat (1) huruf q dalam UU RI No. 21 Tahun 2008
ditetapkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan
adalah :
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamanakan dengan itu berupa:
a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah.
b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahabh,

salam, dan istishna’.

% Muhammad Nashiruddin al- Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2005), Hal : 457
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d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang
gardh; dan
e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah
untuk transaksi multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibayari dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda
bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan
oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS,
guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima
Fasilitas.
Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad
antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan
ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS vyang
bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta

tersebut.

Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan

lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang
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sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari penjelasan diatas diketahui bahwa untuk pembiayaan
gadai, akad yang biasa digunakan adalah transaksi gadai emas
syariah (GES) adalah transaksi pinjam-meminjam dalam
bentuk piutang gardh (pada poin d) dan transaksi sewa-
menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
(pada poin e). Pada pasal 19 ayat (1) huruf g mengandung arti
bahwa diperbolehkan melakukan kegiatan lain yang lazim
dilakukan oleh perbankan misalkan rahn, asalkan tidak
bertentangan dengan prinsip syariah dan perundang-undangan.
Fatwa DSN-MUI tentang Gadai (Rahn)
a) Fatwa No. 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn
DSN-MUI telah mengatur tentang gadai berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
(1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin
(yang menyerahkan barang) dilunasi.
(2) Marhun (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik
rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh
dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin,

dengan tidak mengurangi nilai marhun dan

% Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah
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pemanfaatannya itu sekedar pengganti  biaya

pemeliharaan dan perawatannya.

(3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan
oleh murtahin; sedangkan biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

(4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(5) Penjualan marhun:

(@) Apabila  jatuh tempo, murtahin harus
memperingatkan rahin untuk segera melunasi
utangnya.

(b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya
maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang
sesuai syariah.

(c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang
belum bayar serta biaya penjualan.

(d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban rahin.*

Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 ini mengatur tentang

ketentuan-ketentuan pelaksanaan gadai yang sesuai dengan

% Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/I11/2002 Tentang Rahn
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syariah. Dalam fatwa ini mengatur mengenai kewajiban

rahin dan kewajiban murtahin selaku pihak yang

melakukan akad. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan
mengenai penjualan marhun (barang gadai) apabila rahin
tidak mampu untuk melunasi utangnya.

b) Fatwa No. 26/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn Emas
Fatwa DSN-MUI ini telah mengatur tentang rahn (gadai
emas, dimana dalam fatwa ini juga mengatur akad yang
dapat digunakan dalam pemberian pembiayaan gadai emas
di Lembaga Keuangan Syariah. Dengan ketentuan sebagai
berikut :

(1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat
Fatwa No. 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn).

(2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun)
ditanggung oleh penggadai (rahin).

(3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat (2) besarnya
didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata
diperlukan.

(4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan
berdasarkan akad ijarah.*°

Fatwa DSN-MUI diatas telah menjelaskan tentang ongkos

biaya penyimpanan dan pemeliharan marhun yang harus

%0 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/I11/2002 Tentang Rahn Emas
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ditanggung oleh rahin. Serta akad biaya penyimpanan
barang (marhun) yang dapat dilakukan dengan

menggunakan akad ijarah.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

a. Rukun Gadai Syariah

1)

2)

3)
4)

5)

Rahin (orang yang menggadaikan barangnya).

Murtahin (orang yang berpiutang atau yang menerima barang
gadai).

Marhun (barang yang digadaikan).

Marhun bihi (utang yang kerenanya diadakan akad rahn).

Sihghat (ijab-gabul diantara 2 orang yang berakad).

b. Syarat-Syarat Gadai Syariah

1)

Sihghat

Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan
waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan
hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan
utang belum dibayar, sehingga pihak penggadai dapat
diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika
syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.
Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu

disaksikan oleh dua orang saksi.
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3)

4)
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Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai

pengertian bahwa pihak rahin dan murtahin cakap melakukan

perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal

sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut

ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang mumayyiz

untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik

dan yang buruk. Menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang

mumayyiz, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik

dan yang buruk, maka ia dapat melakukan akad rahn dengan

syarat akad rahn yang dilakukan mendapat persetujuan dari

walinya.

Utang (marhun bihi)

Utang (marhun bihi) mempunyai pengertian bahwa:

a) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk
membayar kepada pihak yang memberi piutang.

b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak
bermanfaat maka tidak sah.

c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

Marhun

Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada

barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang

dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah:
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a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut
ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak
bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam
maka tidak dapat dijadikan agunan.

b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang
dengan besarnya utang.

c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan
secara spesifik).

d) Agunan itu milik sah debitur (rahin).

e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik
orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).

f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa
tempat.

g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik
meterinya maupun manfaatnya.**

Rukun gadai syariah terdiri dari rahin (orang Yyang

menggadaiakan barangnya), murtahin (orang yang menerima

barang gadai), marhun (barang yang digadaikan), marhun bihi

(utang), dan shighat (ijab-gabul kedua belah pihak yang

berakad). Sedangkan syarat-syarat gadai syariah yaitu: sihghat

tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan

datang; syart pihak-pihak yang berakad (rahin dan murtahin)

4L Ali, Hukum Gadai.......ooeoveeeeeeeeeeeens, Hal : 20-23
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harus cakap dalam perbuatan hukun yang meliputi baligh,
berakal, mampu dan mumayyiz; syarat marhun bihi harus dapat
dimanfaatkan dan dapat dihitung jumlahnya; syarat marhun
meliputi agunan dapat dijual dan nilainya seimbang dengan
besarnya utang, agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara
spesifik, agunan adalah milik rahin, agunan tidak terikat
dengan hak orang lain, agunan merupakan harta yang utuh,
agunan dapat diserahkan kepada pihak lain baik materinya
maupun manfaatnya.
4. Mekanisme Akad Gadai Syariah
Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah
transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu (a) akad rahn, dan (b)
akad ijarah. Meskipun secara konsep kedua akad tersebut
sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun dalam teknis
pelaksanaannya maka nasabah (rahin) tidak perlu mengadakan akad
dua kali. Sebab, satu lembar SBR (Surat Bukti Rahn) yang
ditandatangani oleh nasabah (rahin) sudah mencakup kedua akad yang
dimaksud.
a. Akad Rahn
Pada akad rahn, nasabah (rahin) menyepakati untuk
menyimpan barangnya (marhun) kepada murtahin di kantor
pegadaian syariah sehingga rahin akan membayar sejumlah ongkos

(fee) kepada murtahin atas biaya perawatan dan penjagaan



47

terhadap marhun. Untuk lebih jelas menganai akad ini maka dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1) Nasabah (rahin) mendatangi murtahin (kantor pegadaian)
untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun
yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan
kepada murtahin.

2) Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga
marhun yang diberikan rahin sebagai jaminan utangnya.

3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin
akan melakukan akad.

4) Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan
sejumlah marhun bih (pinjaman), yang diinginkan rahin
dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir marhun
(dibawah nilai jaminan).

5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan,
maka pada saat melunasi marhun bih, maka rahin akan
memberikan sejumlah ongkos kepada murtahin.

Apabila menggunakan akad rahn dimaksud, rahin hanya

berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan

transaksi  berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk
menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada
pinjaman dengan cara sebagai berikut:

a) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
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b) Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal
yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori marhun dalam akad rahn, adalah berupa barang-barang
yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara
menjualnya. Karena itu, termasuk berupa barang bergerak saja,
seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak
ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad
yang berfungsi sosial. Namun dalam akad ini mengharuskan
sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak rahin kepada
murtahin, sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan
oleh murtahin.
. Akad ljarah

Akad ijarah merupakan penggunaan manfaat atas jasa
melalui penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan
manfaat disebut muajjir; sedangkan yang penyewa atau nasabah
disebut mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat
penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang
disebut ajran atau ujrah. Karena itu, nasabah (rahin) akan
mamberikan biaya jasa atau fee (ujrah) kepada murtahin karena
nasabah (rahin) telah meitipkan barangnya untuk dijaga atau
dirawat oleh murtahin. untuk menghindari riba, pengenaan biaya
jasa pada barang simpanan nasabah mempunyai ketentuan, yaitu:

(a) harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase, (b) sifatnya
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harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak

diperlukan untuk terjadinya kontrak, (c) tidak terdapat tambahan

biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal. Untuk lebih jelasnya
menganai akad ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Nasabah (rahin) mendatangi kantor pegadaian syariah
(murtahin) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan
membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola
yang akan diserahkan kepada murtahin.

2) Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga
marhun yang akan diberikan rahin sebagai jaminan utangnya.

3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin
akan melakukan akad.

4) Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan
sejumlah marhun bih (pinjaman), yang diinginkan rahin
dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir marhun
(dibawah nilai jaminan).

5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan,
maka pada saat melunasi marhun bih maka rahin akan
memberikan sejumlah ongkos (fee) kepada murtahin.*?

Mekanisme akad rahn dan akad ijarah hampir sama,
hanya saja yang membedakannya terletak pada penggantian biaya

administrasi dan biaya perawatan marhun. Jika pada akad rahn

2 1bid., Hal : 69-71
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nasabah (rahin) hanya berkewajiban mengembalikan modal
pinjaman dan harus memberikan ongkos kepada murtahin sebagai
biaya perawatan dan penjagaan terhadap marhun. Sedangkan pada
akad ijarah, nasabah (rahin) berkwajiban untuk mengenbalikan
modal pinjaman dan memberikan kompensasi balas jasa atau fee
(ujrah) kepada murtahin karena nasabah (rahin) telah menitipkan
barang untuk dijaga atau dirawat oleh murtahin. Serta dalan akad
ijarah tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam
akad awal.
5. Jenis-Jenis Akad dalam Gadai Syariah
a. Akad Qard Al-Hasan

Akad gard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh
pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal
transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan
uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Pemberi gadai
(nasabah/rahin) dikenakan biaya berupa upah/fee dari penerima
gadai (murtahin). Akad gard al-hasan dimaksud, pada prinsipnya
tidak boleh pembebanan selain biaya administrasi. Ketentuan biaya
administrasi dimaksud berdasarkan cara: (a) Harus dinyatakan
dalam nominal, bukan presentase. (b) Sifatnya harus nyata, jelas,
pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk
terjadinya kontrak. Selain itu mempunyai mekanisme dalam

bentuk:
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(a) Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang
tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan
berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang
elektronik, dan sebagainya.

(b) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.

Oleh karena itu, akad dimaksud bersifat sosial, tetapi tetap
diperkenankan murtahin menerima fee dari rahn sebagai pengganti
biaya administrasi. Sebagai contoh: Ahmad membutuhkan uang
tunai sebesar Rp 10.000.000,- untuk membeli kursi tamu
dirumahnya. Kerena itu Ahmad mengajukan permohonan ke kantor
pegadaian syariah dengan membawa angunan berupa emas 100
gram. Berdasarkan jumlah dana permohonan Ahmad, pihak
pegadaian manaksir harga emas serta biaya titipannya selama 3
bulan, sehingga Ahmad menerima sejumlah uang yang dibutuhkan.
Ketika Ahmad mengembalikan pinjamannya kepada kantor
pegadaian syariah, maka ia harus membayar biaya taksir agunan
dan biaya sewa tempat penitipan emas 100 gram plus utangnya.
Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam akad gard al-hasan yang
diuraikan diatas, dapat dijelaskan prosedurnya sebagai berikut :

1) Rahin membawa marhun (agunan) yang tidak dapat
dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor pegadaian syariah

(murtahin) untuk meminta fasilitas pembiayaan.
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2) Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir
harga marhun yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan utang
yang akan dipinjamnya.

3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin
akan melakukan akad/transaksi.

4) Sesudah selesai dilakukan akad oleh murtahin dengan rahin,
maka murtahin memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan
yang disesuaikan dengan nilai taksir marhun kepada rahin.

5) Ketika rahin melunasi utangnya kapada murtahin, maka selain
rahin membayar utangnya, ia juga membayar biaya
administrasi, biaya taksir marhun dan biaya sewa tempat
barang jaminan kepada kantor pegadaian syariah selaku pihak
murtahin.*

Akad Qard Al-Hasan ini diperuntukkan bagi nasabah

(rahin) yang ingin mendapatkan uang tunai, nasabah (rahin) akan

dikenakan biaya administrasi, biaya taksir marhun dan biaya sewa

tempat barang jaminan kepada kantor pegadaian (murtahin). Dan
pada akad Qard Al-Hasan benda yang dapat digadaikan oleh rahin
berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan
menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-

barang elektronik, dan sebagainya.

* 1bid., Hal : 83
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b. Akad Mudharabah
Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh
pihak pemberi gadai (rahin) dengan pihak penerima gadai
(murtahin). Pihak pemberi gadai (rahin) atau orang yang
menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah
modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak
pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan
keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan
kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi. Apabila
harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima
gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai
pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat
disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemilik
harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan harta benda
dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil
manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada
pihak pemberi gadai berdasarkan kesepkatan.
Selain itu, perlu diungkapkan bahwa akad mudharabah
mempunyai ketentuan, yaitu:
a) Jenis barang dalam akad mudharabah dimaksud adalah semua
jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa barang

bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah,
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bangunan, maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil
manfaatnya.

b) Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai
adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

Sementara ketentuan persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan
kesepakatan antara pemilik barang gadai (rahin) dengan pengelola
barang gadai (murtahin). Selain hal dimaksud, dapat juga berarti
bahwa pihak pemberi barang gadai (rahin) memberikan hasil
keuntungan kepada penerima gadai (murtahin) bila pinjaman uang
tunai dimaksud dijadikan modal usaha.

Prosedur pembiayaan gadai dengan akad mudharabah, akan

dijelaskan sebagai berikut :

1) Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas
pembaiayaan dengan membawa marhun, baik yang dapat
dimanfaatkan/dikelola maupun yang tidak dapat dimanfaatkan.

2) Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk menaksir kualitas
dan harga marhun yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan
utangnya.

3) Apabila semua persyaratan terpenuhi maka murtahin bersama
rahin melakukan akad mudharabah.

4) Setelah selesai dilakukan akad, maka murtahin akan

memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh rahin dan
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jumlah dana dimaksud lebih rendah dari nilai jumlah taksir
marhun.

5) Sesudah rahin menerima sejumlah dana dari murtahin,
selanjutnya akan dilakukan kesepakatan tentang pemanfaatan
marhun. Jika marhun tersebut disepakati untuk dapat dikelola
maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola, dan
selanjutnya akan dilakukan akad pemanfaatan marhun dan
hasilnya akan dibagi bersama berdasarkan akad.**

Akad mudharabah ini diperuntukkan bagi nasabah (rahin)
yang ingin menambahkan modal usahanya dan untuk pembiayaan
produktif. Benda gadaian (marhun) yang telah diserahkan rahin
kepada murtahin, akan diadakan kesepakatan antara rahin dan
murtahin. Apabila rahin tidak berniat untuk memanfaatkan barang
(marhun), maka murtahin dapat memanfaatkan dan mengelola
marhun tersebut, dan hasil dari pemanfaatan marhun tersebut akan
diberikan sebagian kepada rahin berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak. Jenis barang dalam akad mudharabah dimaksud
adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa
barang bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah,
rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil

manfaatnya. Jadi dalam akad mudharabah ini yang menjadi objek

* 1bid., Hal : 87
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bagi hasil antara rahin dan murtahin adalah barang gadaian

(marhun) yang dibawa oleh rahin.

. Akad Ba’i Mugayyadah

Akad ba’i mugayyadah adalah akad yang dilakukan oleh
pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang
gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang
produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk
memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta
benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat
dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun
murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan
berupa mark-up atas barang yang dibelikan oleh murtahin atau
pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan
oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga murtahin dapat
mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang
tersebut sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebagai contoh; Hasan membutuhkan pabrik penggilingan
padi. Maka Hasan mengajukan permohonan kepada kantor
pegadaian agar dapat dibelikan pabrik tersebut. Berdasarkan
permohonan Hasan maka pihak penggadaian syariah membelikan
kebutuhan Hasan berupa pabrik penggilingan padi. Apabila harga
penggilingan padi padi dimaksud Rp 15.000.000,- maka pihak

penggadaian syariah menjual kepada Hasan Rp 17.500.000,-
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berdasarkan kesepakatan sehingga pihak penggadaian syariah

mendapat keuntungan Rp 2.500.000,-.

Untuk lebih jelasnya, maka akan dijelaskan alur transaksinya

sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas
pembiayaan dengan membawa barang jaminan (marhun) yang
dapat dimanfaatkan atau tidak dapat diamnfaatkan yang akan
diserahkan kepada murtahin sebagai jaminan utang yang akan
dipinjam (marhun bih).

Murtahin akan melakukan pemeriksaan berkenaan kualitas,
termasuk menaksir harga marhun yang diberikan oleh rahin
sebagai jaminan marhun bih.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin
akan melakukan akad, dan menentukan mark up yang akan
diberikan kepada murtahin, mark up dimaksud dibayarkan pada
saat jatuh tempo.

Sesudah akad dilakukan, murtahin akan membelikan barang
sesuai yang diinginkan oleh rahin dan harganya di bawah nilai
taksir barang (di bawah nilai jaminan).

Ketika rahin menerima barang yang diinginkan dari murtahin
tersebut maka ada negosiasi kembali mengenai marhun
tersebut, yaitu apakah barang tersebut dimanfaatkan atau tidak.

Jika marhun tersebut disepakati untuk dimanfaatkan/dikelola
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maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola (sesuai
kesepakatan), dan baru melakukan akad pemanfaatan marhun
(akad yang sesuai jenis barangnya), dan hasilnya dibagi
bersama berdasarkan persentase yang disepakati oleh pihak-
pihak yang berakad.*®
Akad ba’i mugayyadah diperuntukkan bagi nasabah
(rahin) yang membutuhkan pembelian barang untuk usahanya.
Dimana rahin meminta murtahin untuk membelikan barang yang
diinginkan oleh rahin, rahin membawa barang (marhun) yang
dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan sebagai jaminan
atas utang yang akan dipinjamnya. Setelah rahin mendapatkan
barang yang diinginkan dari murtahin, selanjutnya murtahin akan
meminta keuntungan kepada murtahin atas pembelian barang yang
telah dilakukan oleh murtahin. Besarnya mark-up (keuntungan)
sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Benda yang
dapat digadaikan adalah benda yang bergerak dan tidak bergerak
yang dapat dikelola. Barang bergerak misalnya kendaraan, barang
elekronik, dan sebagainya. Sedangkan barang tidak bergerak
misalnya rumah, tanah, pekarangan, dan sebagainya.
d. Akad ljarah
Akad ljarah adalah akad yang objeknya merupakan

penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan

* 1bid., Hal : 92



59

manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual barang.
Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau
jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Dalam akad
dimaksud, penerima gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat
penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya (rahin).
Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan
manfaat atau tidak mengahasilkan manfaat. Pemilik yang
menyewakan disebut muajir (pagadaian); sedangkan nasabah
(penyewa) disebut mustajir, dan sesuatu yang dapat diambil
manfaatnya disebut majur, sementara kompensasi atau imbalan
jasa disebut ajran atau ujrah.

Pelaksanaan akad ijarah dimaksud, berarti nasabah (rahin)
memberikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak berakhir dan
murtahin mengembalikan marhun kepada rahin. Karena itu, untuk
menghindari terjadinya riba dalam transaksi ijarah maka
pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenubhi
persyaratan sebagai berikut :

a) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.

b) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal
yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah.

c) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam

akad.
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Untuk lebih jelasnya, maka akan dijelaskan alur transaksinya

sebagai berikut:

1) Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas
penyimpanan barang dengan membawa marhun, baik yang
tidak dapat dimanfaatkan/dikelola maupun yang dapat
dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada pihak
murtahin.

2) Murtahin melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya,
termasuk juga menaksir marhun yang diberikan oleh rahin
sebagai barang yang akan disimpan dan dititip.

3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, murtahin dan rahin akan
melakukan kesepakatan dalam bentuk akad.

4) Sesudah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan
tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh rahin dan
jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.

5) Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka
pada saat akad berakhir, rahin memberikan sejumlah jasa atau
fee kepada murtahin.

6) Jasa adalah sesuatu tempat yang dimiliki oleh murtahin untuk
dimanfaatkan oleh rahin dalam bentuk sewa.*®

Akad ijarah ini diperuntukkan bagi nasabah (rahin) yang

membutuhkan dana tunai dengan meggadaikan barang (marhun)

 1bid., Hal : 97
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milik rahin, dalam hal murtahin menyewakan tempat untuk
menyimpan marhun (deposit box) kepada rahin. Sebagai pengganti
biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir,
rahin memberikan sejumlah jasa atau fee kepada murtahin. Fee
yang diberikan rahin kepada murtahin adalah bentuk sewa dari
deposit box yang telah digunakan oleh rahin untuk menyimpan
marhun. Kategori marhun yang dapat dimintakan tempat
penyimpanan kepada murtahin adalah harta benda yang bergerak,
misalnya kendaraan, barang elektronik, dan semacamnya.
D. Hakikat Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
1. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Lembaga Keuangan Syariah saat ini semakin banyak jenis
dan bentunya, salah satunya Lembaga Keuangan Syariah yang berada
di bawah naungan koperasi, yaitu adalah BMT (Baitul Mal wa
Tamwil). BMT merupakan kepanjangan dari Baitul Mal wa Tamwil
atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil. Secara
harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah
usaha. Sedangkan secara istilah BMT merupakan organisasi bisnis
yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi
baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul
tamwil.

BMT sebagai lembaga sosial, atau baitul maal memiliki

kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ), oleh
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karenanya baitul maal harus didorong agar mampu berperan secara
profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak
meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan
sumber dana-dana sosial lain, dan upaya pentasyarufan zakat kepada
golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU
Nomor 38 Tahun 1999). BMT sebagai lembaga bisnis lebih
mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-
pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana
anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada
sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

Namun demikian, terbuka luas BMT untuk mengembangkan
lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang
dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Pada dataran hukum
di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah
koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP).
Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri,
mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan
perkopersian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah,
dil.*” Peran BMT dalam lembaga keuangan mencakup dua peran, yaitu
sebagai lembaga sosial dan sebagai lembaga bisnis, BMT sebagai

lembaga sosial melakukan tugas seperti pada lembaga LAZ, sedangkan

*" Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta : Ull Press,
2004), Hal : 126
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BMT sebagai lembaga bisnis melakukan tugasnya separti pada
perbankan syariah.
. Visi dan Misi Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Visi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah mewujudkan
lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah.
Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup
aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi lebih luas
mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT
harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan
makmur. Masing-masing BMT dapat merumuskan visinya sendiri.
Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar
belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian,
prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena
visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan
dengan sungguh-sungguh.

Misi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah membangun dan
mengembangkan tatanan perekonomian atau struktur masyarakat
madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju
berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridha Allah SWT. Misi Baitul
Mal wa Tamwil (BMT) bukan semata-mata mencari keuntungan dan
penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih
berorientasi pada pendristribusian laba yang merata dan adil, sesuai

dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas
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bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui
simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-
hasil dari BMT.*® Visi dan Misi BMT harus mencerminkan karakter
dari tujuan utama pendirian BMT tersebut, serta visi dan misi yang
diterapkan harus desuai dengan syariah Islam dan menjunjung tinggi
nilai-nilai Islami.
3. Prinsip Utama Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada
prinsip utama sebagai berikut:

1) Keimanan dan ketagwaan kepada Allah SWT dengan
mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip  Syariah dan
muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.

2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan
dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil
dan berakhlag mulia.

3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan,
pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa
kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan
menanggung.

4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar

semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus

8 bid., Hal : 127
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memiliki satu visi bersama-sama anggota untuk memperbaiki
kondisi ekonomi dan sosial.

5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik.
Mandiri berarti juga tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman
dan”bantuan” tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana
masyarakat sebanyak-banyaknya.

6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yang dilandasi
dengan keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada
kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani
dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal
pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan
serta niat dan ghairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan
kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap
profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar
demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

7) Istiqgomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa
henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap,
maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT
kita berharap.*

Semua anggota BMT harus senantiasa menerapkan prinsip-prinsip

tersebut dalam melakukan setiap kegiatannya, agar selalu memberikan

9 1bid., Hal : 130-131
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kepuasan kepada para anggota (nasabah) yang menggunakan jasa
pelayanan BMT.
. Tujuan dan Fungsi Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Didirikannya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) bertujuan untuk
meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota harus
diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya dapat
dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat
tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat
dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.
Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan
ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan
pendampingan. Dalam pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan
suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai
kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah
pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting.
Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau
kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah
melakukan pendampingan.

Dalam rangka mencapai tujuannya, Baitul Mal wa Tamwil
(BMT) berfungsi:

1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan

mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi
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anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah

kerjanya.

Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih

profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam

menghadapi persaingan global.

Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara

agniya’ sebagai shohibul maal dengan du’afa sebagai mudharib,

terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infag, sedekah,

wakaf, hibah, dllI.

Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara

pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun

penyimpan dengan pengguna dana (mudharib)  untuk

pengembangan usaha produktif. Dalam bertransaki (bermuamalat)

BMT mempunyai beberapa prinsip muamalat, prinsip muamalat

Islam, mendorong dan menjiwai BMT dalam:

a. Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola syariah.

b. Berbagi nagi hasil, baik dalam kegiatan usaha, maupun dalam
kegiatan intern lembaga.

c. Berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi
modal dan kegiatan usahanya.

d. Pengembangan SDI (Sumber Daya Insani).
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e. Pengembangan sistem dan jaringan kerja sama, kelembagaan
dan manajemen.*

Tujuan dibentuknya BMT harus dapat memberikan manfaat
bagi pengelola dan pengguna BMT tersebut. Serta dapat memberikan
kenyamanan dan keamanan bagi semua anggotanya, baik itu pengelola
maupun penggunanya.

5. Ciri-Ciri Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) mempunyai dua ciri-ciri, yaitu ciri-ciri

utama dan ciri-ciri khusus. Ciri-ciri utama Baitul Mal wa Tamwil

(BMT) vaitu :

1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan
pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan
masyarakat.

2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan
pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infag, dan sedekah
bagi kesejahteraan orang banyak.

3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di
sekitarnya.

4) Milik bersama masyarakat bawah dengan orang kaya di sekitar
BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.

Sedangkan ciri-ciri khusus Baitul Mal wa Tamwil (BMT) vaitu:

% bid., Hal : 128-132
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Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu bola
tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk
menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan.
Pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga
semua staf BMT harus mempu memberikan yang terbaik untuk
anggota dan masyarakat.

Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai
kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari
saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi
pasarnya. Kantor ini hanya ditunggui oleh sebagian staff saja,
kerena kebanyakan dari mereka pada keluar untuk menjemput
anggota. Pembicaraan bisnis bahkan transaksi/akad pembiayaan
dapat saja dilakukan diluar kantor, misalnya di pasar atau dirumah
nasabah/anggota.

BMT mengadakan pendampingan usaha nasabah. Pendampingan
ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok. Dalam
pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, dirumah, masjid
atau sekolah, kemudian dilanjutkan dengan berbincang mengenai
bisnis dll. Dalam pengajian ini juga dilakukan angsuran dan
simpanan. Kelompok-kelompok usaha ini bisa dibuat berdasarkan
kedekatan domisili atau berdasarkan jenis usaha. Jumlah anggota
pada setiap kelompok dapat bervariasi. Namun untuk memudahkan

dalam pendampingan, setiap kelompok maksimal beranggotakan
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10-25 orang. Setiap kelompok akan selalu didampingi oleh staff

BMT.

Mananjemen BMT adalah profesional Islami, yaitu:

a. Administrasi  keuangan dilakukan berdasarkan standar
akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip
akuntansi syariah. Jika dirasa telah mampu, BMT dapat
menggunakan sistem akuntansi komputerisasi, sehingga
mempermudah dan  mempercepat proses pembukuan.
Pembukuan ini dilaporkan secara berkala dan terbuka.

b. Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan
penjelasan dari isi laporan tersebut.

c. Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan
Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan
Musyawarah Anggota Tahunan, forum ini merupakan forum
permusyawaratan tertinggi.

d. Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif,
menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan
memberikan kemenangan kepada semua pihak.

e. Berfikir, bersikap, dan bertindak “ahsanu’amala” atau service
exelence.

f. Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun
produk menjadi penting, namun pendirian atau pengembangan

BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari
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sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan
bisnisnya.>
Semua BMT setidaknya harus mempunyai ciri-ciri umum
dan khusus yang telah dijelaskan diatas, karena sumua ciri-ciri
diatas sudah mencerminkan BMT yang baik dan Islami.
E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita, yang bertujuan untuk
mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan take over yang telah
diterapkan oleh beberapa bank syariah, untuk membandingkan
pelaksanaan pembiayaan take over di beberapa bank syariah di Indonesia,
untuk mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan take over yang
paling sesuai dengan hukum syariah. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif
dengan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari keempat alternative
akad pembiayaan take over yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No.
31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang, dapat disimpulkan
alternatif ke 2 yaitu syirkah milk wal murabahah dan alternatif ke 4 gardh,
ba’i dan IMBT yang paling aman sesuai dengan prinsip syariah.
Sedangkan alternative 1 gardh, ba’l wal murabahah lebih dekat dengan

ba’i inah dan alternative ke 3 yaitu ijarah dan gardh berbahaya karena

5 1bid., Hal: 132-134
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hampir mendekati riba. °> Yang membedakan dengan penelitian yang akan
lakukan oleh peneliti adalah terletak pada jenis akad yang akan digunakan
dalam pembiayaan take over yang dimana dalam fatwa DSN-MUI No.
31/DSN-MUI/1V/2002 tidak dicantumkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutarsih, yang bertujuan untuk
mengetahui aplikasi akad pembiayaan take over KPR Syariah di Bank
Muamalat Indonesia, untuk mengetahui desain akad pembiayaan take over
KPR vyang lebih relevan dan lebih sesuai dengan syariah. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan
data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, desain akad
pembiayaan take over KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia
menggunakan gardh dan murabahah yang merupakan alternative 1 dari
empat alternative yang ditetapkan DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI No.
31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang. Alternative Akad
pertama ini kurang sesuai syariah karena salah satu syarat yang harus
dipenuhi dalam murabahah adalah komoditas/barang dibeli dari pihak
ketiga. Sehingga pembelian komoditas/barang dari nasabah sendiri dengan
perjanjian buy back “pembelian kembali” adalah sama dengan transaksi

berbasis bunga. Dalam hal ini mirip ba I al-inah. >

°2 Nanda Meiliza Puspita, “Analisa Akad Pembiayaan Take Over di Perbankan Syariah
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, Universitas Indonesia, Tesis, (2009),
http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=125736&lokasi=lokal, Sabtu, 14/11/2015
Jam 15.23

>3Farida Sutarsih, “Desain Akad Pembiayaan Take Over KPR Syariah di Bank Muamalat
Indonesia”, UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi, (2008),
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8680/1/FARIDA%20SUTARSIH-
FSH.pdf, Kamis, 05/11.2015, Jam 13.36



http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=125736&lokasi=lokal
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Yang membedakan dengan penelitian yang akan lakukan oleh
peneliti adalah terletak pada jenis akad yang akan digunakan dalam
pembiayaan take over, dimana akad yang digunakan dalam pembiayaan
take over ini jarang digunakan oleh perbankan syariah dalam pembiayaan
take over, dan tidak termasuk dalam salah satu alternatif akad yang telah
ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI1/2002 Tentang
Pengalihan Utang. Jadi dalam akad ini akan diteliti apakah akad tersebut
cocok digunakan untuk pembiayaan take over serta bagaiamana penerapan
akad tersebut untuk pembiayaan take over. Metode yang digunakan untuk
penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan metode
pengumpulan data melalui wawancara.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabri, yang bertujuan untuk
mengetahui aplikasi konsep take over KPR dari bank konvensional ke
Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah
dalam aplikasinya BTN Syariah Cabang Yogyakarta telah melaksanakan
salah satu dari empat alternatif yang ditawarkan pada fatwa Dewan Syariah
Nasional No 31/DSNMUI/ 1V/2002 vyaitu akad qardh, al bay’ dan
murabahah. Jika dilihat dengan pandangan ekonomi Islam terkait take over
yang dilakukan BTN Syariah Cabang Yogyakarta maka proses tersebut sudah
sesuai dengan syariat Islam karena proses take over KPR tersebut melibatkan

dua akad yang tidak bersamaan pada satu waktu yaitu akad gardh terlebih
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dahulu kemudian diakhiri dengan pemberian akad murabahah. **Yang
membedakan dengan penelitian yang akan lakukan oleh peneliti adalah
terletak pada jenis akad yang akan digunakan dalam pembiayaan take
over, dimana akad yang digunakan dalam pembiayaan take over ini jarang
digunakan oleh perbankan syariah dalam pembiayaan take over, dan tidak
termasuk dalam salah satu alternatif akad yang telah ditetapkan oleh fatwa
DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Jadi
dalam akad ini akan diteliti apakah akad tersebut cocok digunakan untuk
pembiayaan take over dan bagaimana penerapan akad tersebut untuk
pembiayaan take over. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah
metode kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui
wawancara.

Penelitian yang dilakukan oleh Basyir, yang bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan gadai emas yang dilakukan oleh nasabah di PT.
Bank Syariah Mandiri KCP Meulaboh, dan untuk mengetahui tinjauan
hukum Islam terkait dengan pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Syariah
Mandiri KCP Meulaboh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian yang
diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, gadai emas pada BSM dilaksanakan oleh nasabah

untuk memperoleh pinjaman dana dari Bank dengan cara menggadaikan

> Sahrus Sabri, “Telaah Aplikasi Konsep Take Over KPR Bank Konvensional ke Bank
Syariah (Studi di BTN Syariah Cabang Yogyakarta)”, Universitas Islam Indonesia, Skripsi,
http://repository.uii.ac.id/420/SK/1/0/00/000/000944/uii-skripsi-telaah%20aplikasi%20kons-
07423018-SAHRUS%20%20SABRI-8951783571-abstract.pdf, Sabtu, 14/11/2015, Jam 15.33
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benda jaminan berupa emas. Pelunasannya dapat dilakukan dengan cara
membayar sekaligus atau dengan cicilan selama jangka waktu yang telah
ditentukan oleh Bank. Apabila nasabah tidak dapat melunasi utangnya,
maka pihak Bank akan melakukan penjualan/mengeksekusi barang
jaminan untuk melunasi utang nasabah tersebut.

Ditinjau menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai emas
pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-
Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Syariah adalah
bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, maka BSM
merupakan salah satu Bank Syariah yang dalam menjalankan produk
usaha gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.>® Yang
membedakan dengan penelitian yang akan lakukan oleh peneliti adalah
terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Dalam penelitian yang
akan dilakukan oleh peneliti, peneliti ingin mengetahui jenis akad yang
akan digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam memberikan
pembiayaan gadai emas syariah, serta ingin mengetahui penerapan dari
akad tersebut. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode
kualitatif ~ deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui

wawancara.

*Ridwan Basyir, “Pelaksanaan Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Meulaboh Menurut Hukum Islam”, Universitas Sumatera Utara:Medan, Tesis,
(2011), http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31054/6/Cover.pdf, Rabu, 04/05/20186,
Jam 15: 25.



http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31054/6/Cover.pdf

76

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudahningtyas, yang
bertujuan untuk menjawab kesyariah transaksi rahn emas dipegadaian
syariah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode content
analysis, yaitu suatu teknis penelitian untuk membuat inferensi-inferensi
yang dapat ditiru dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara garis besar pegadaian syariah
sudah mematuhi aturan dalam transaksi rahn emas. Namun ada hal-hal
yang dianggap kurang sesuai dengan konsep syariah yaitu adanya
penggabungan akad rahn dan akad ijarah, penentuan biaya ijarah dan
administrasi yang didasarkan pada besarnya pinjaman, serta kurang
diperhatikannya status kepemilikan emas.

Terlepas dari adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan
praktik rahn emas di pegadaian syariah, sistem pelelangan yang dilakukan
pegadaian syaraih sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-
MUI/I11/2008 tentang Rahn. Kelebihan uang hasil pelelangan setelah
dikurangi pinjaman dan biaya-biaya akan dikembalikan ke nasabah
sedangkan apabila masih ada kekurangan tetap menjadi kewajiban nasabah
untuk melunasi.®® Yang membedakan dengan penelitian yang akan

lakukan oleh peneliti adalah terletak pada variabel penelitian yang

®Arrum Mahmudahningtyas, “Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Kasus
pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)”, Universitas Brawijaya: Malang, Jurnal
limiah,(2015),http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285504&val=6467 &title=Anal
isis%20Kesyariahan%20T ransaksi%20Rahn%20Emas%20%20%20(Studi%20Pada%20Pegadaian
%20Syariah%20Cabang%20Landungsari%20Malang), Rabu, 04/05/2016, Jam 15: 33.
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digunakan. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti
ingin mengetahui jenis akad yang akan digunakan oleh lembaga keuangan
syariah dalam memberikan pembiayaan gadai emas syariah, serta ingin
mengetahui penerapan dari akad tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, yang bertujuan untuk
mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai
emas syariah di Bank Sayriah Mandiri KCP Ungaran. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, prosedur pelaksanaan produk
pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran
sangat praktis, mudah serta prosesnya cepat. Produk pembiayaan gadai
emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran juga cukup banyak diminati
oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya
untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran.”’ Yang
membedakan dengan penelitian yang akan lakukan oleh peneliti adalah
terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Dalam penelitian yang
akan dilakukan oleh peneliti, peneliti ingin mengetahui jenis akad yang
akan digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam memberikan
pembiayaan gadai emas syariah, serta ingin mengetahui penerapan dari

akad tersebut.

>Agustina Wulan Sari, “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN):Salatiga,Skripsi,(2012),http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/d1b9cbflde49dc4
2.pdf, Rabu, 04/05/2016, Jam 15: 40.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur
statistik atau bentuk hitungan lainnya.”® Metode analisis deskriptif yaitu
metode yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan
fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa
manusia.>® Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan
bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi
kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan
tersebut.”
B. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data
dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Kehadiran peneliti
secara langsung dilapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk
memahami masalah yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara

langsung dan aktif dengan informan dan sumber data lainnya dapat

*% Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,
2013), Hal : 80

* Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,2013),Hal : 72

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2011), Hal : 11
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dikatakan sebagai pengamat penuh. Kehadiran peneliti ditempat penelitian
(lapangan) ketahui statusnya oleh pihak informan. Peneliti akan
melakukan penelitian pada bulan Maret — Mei 2016.
C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang
Pembantu Kanigoro. BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro
beralamat di JI. Irian No. 25 RT/RW: 06/04 Kel. Kanigoro, Kec.
Kanigoro, Kab. Blitar. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini
adalah karena di BMT UGT Sidogiri terdapat jenis pembiayaan take over
dan pembiayaan gadai emas syariah, sedangkan di BMT lain jarang sekali
ditemukan pembiayaan take over dan pembiayaan gadai emas syariah.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui sumber data
primer. Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-
kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan
oleh subjek yang dapat dipercaya (informan) yang berkenaan dengan
variabel yang diteliti.®® Sumber data primer diperoleh dari hasil
wawancara (interview) dari Kepala Cabang, karyawan dan nasabah BMT
UGT Sidogiri Cabang Blitar serta dokumen dan bahan-bahan pustaka
(literatur buku) yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang
sedang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah

purposive sampling, yaitu menentukan subjek/objek sesuai tujuan. Dengan

81 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik-Edisi Revisi,
(Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Hal : 22
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menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian,
peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis.®
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
metode wawancara (interview), yaitu pengumpulan data yang pengambilan
data melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang ada di
BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar. Narasumber/informan dari wawancara
ini meliputi kepala cabang (pimpinan), karyawan dan nasabah take over
dan gadai emas dari BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar. Jenis wawancara
ini adalah wawancara mendalam, dimana pertanyaan-pertanyaan yang
akan dikemukakan kepada informan tidak dapat dirumuskan secara pasti
sebelumnya, melainkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan banyak
bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti  untuk
mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban
informan.®
F. Teknik Analisis Data
Menurut Lexy J. Moleong teknik analisis data dalam penelitian

kualitatif menggunakan empat tahap analisis, yaitu :
1. Analisis Domein

Analisis domein dilakukan terhadap data yang diperoleh dari

pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat

dalam catatan lapangan.

%2 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Alfabeta :
Bandung, 2010), Hal : 47- 48
%3 Gunawan, Metode Penelitian .................., Hal : 165
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2. Analisis Taksonomi
Setelah selesai analisis domein, dilakukan pengamatan dan wawancara
berfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh
peneliti.

3. Analisis Komponen
Setelah analisis taksonomi, dilakukan wawancara atau pengamatan
terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui
pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

4. Analisis Tema
Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami
secara holistik pemandangan yang sedang diteliti.®*

Cara analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif,
yaitu peneliti tidak mencari data untuk kepentingan pembuktian atau
penolakan terhadap teori/konsep yang seperti tertuang dalam statement
hipotesis penelitian. Peneliti menemukan fakta-fakta yang banyak dan
beragam. Fakta-fakta tersebut dalam konteksnya ditelaah peneliti dan
menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti.®® Dengan demikian analisis
data secara induktif yaitu peneliti menemukan data/fakta-fakta khusus
yang setelah dianalisis menghasilkan suatu kesimpulan. Data tersebut
diperolen melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di BMT

UGT Sidogiri Cabang Blitar yang terkait dengan akad pembiayaan take

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, Edisi Revisi, ..... , Hal : 149.
65 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,......, Hal : 28
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over dan pembiayaan gadai emas syariah yang ada di BMT UGT Sidogiri
Cabang Blitar.
G. Pengecekan Keabsahan Temuan
Menurut Djam’an Satori dan Aan Komariah dalam penelitian
kualitatif terdapat empat uji keabsahan penelitian, yaitu : ®
1. Kepercayaan (kredibility)
Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang
menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.
Untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan
sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas adalah:
a. Perpanjangan pengamatan
Perpanjangan pengamatan dilakukan oleh peneliti apabila
memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dengan
narasumber menjadi akrab, sehingga memungkinkan narasumber
memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
b. Peningkatan ketekunan/kegigihan
Peneliti harus menunjukkan kegigihannya dalam mengejar data
yang sudah diperoleh untuk lebih diperdalam dan yang belum ada
terus diupayakan keberadaannya. Dengan  meningkatkan
ketekunan/kegigihan berarti peneliti melakukan pengamatan secara

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan demikian maka akan

% bid., Hal : 164-167
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diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan
sistematis.
c. Trianggulasi

1) Trianggulasi sumber
Pada trianggulasi sumber ini peneliti akan meneliti tentang
akad pembiayaan take over dan akad gadai emas syariah yang
akan dilakukan tanya-jawab dengan beberapa karyawan BMT
yang bersangkutan, seperti kepala cabang dan karyawan dalam
BMT tersebut.

2) Trianggulasi teknik
Pada trianggulasi teknik ini peneliti akan menggunakan teknik
wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan dan
dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) Trianggulasi waktu
Pada trianggulasi waktu ini penelitian akan dilakukan dengan
cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Seperti,
peneliti melakukan wawancara pada pagi hari, kemudian
mengulangnya atau melakukan wawancara lanjutan pada siang
harinya.

d. Analisis kasus negatif
Peneliti harus lebih jeli dalam mengumpulkan data dalam
penelitian, seperti halnya dalam BMT tersebut terdapat

kesenjangan atau ketidaksesuaian mengenai penjelasan akad
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pembiayaan take over dan akad pembiayaan gadai emas syariah
antara 1 karyawan dengan karyawan lainnya, sehingga pada
keadaan yang seperti ini peneliti harus benar-benar mengatahui
mana yang merupakan data yang benar.

e. Diskusi teman sejawat
Teknik ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil pengumpulan
data sementara kepada teman-teman yang dianggap mampu untuk
memberikan masukan, dan memberikan pandangan yang lain untuk
perbandingan, sehingga dapat membantu peneliti dalam
mengambil langkah yang selanjutnya dalam melakukan penelitian.

f.  Member chek
Teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data-data yang telah
terkumpul dari informan. Setelah data terkumpul semua akan
dilakukan diskusi dengan informan, apakan data yang sudah
terkumpul ada yang dikurangi maupun ditambahi.

2. Keteralihan (transferability)

Peneliti harus membuat laporan yang baik agar terbaca dan

memberikan informasi yang lengkap, jelas, sistematis, dan dapat

dipercaya. Maka peneliti harus membuat pembaca mendapat gambaran

yang jelas dari suatu hasil penelitian.

3. Kebergantungan (dependability)
Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses

penelitian. Audit ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit
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keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Mulai dari
peneliti menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan
sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data,
dan membuat kesimpulan.

4. Kepastian (confirmability)
Pengujian ini dilakukan melalui member check, triangulasi,
pengamatan ulang, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama
dilokasi/ tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Moleong mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian ada empat tahap,

yaitu : ¢’

1. Tahap pra — lapangan
Meliputi kegiatan menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan
penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan,
memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan
penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan
Meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan akad
pembiayaan take over dan akad pembiayaan gadai emas syariah di
BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar. Data tersebut diperoleh dengan

observasi, wawancara dan dokumentasi.

%7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, Edisi Revisi, ..... , Hal : 125
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3. Tahap analisis data
Meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar.
Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks
permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan
keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan
metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar
dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses
penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

4. Tahap penulisan laporan
Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian
kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu
melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing
untuk mendapatkan perbaikan, saran-saran demi kesempurnaan skripsi
yang kemudian ditindaklanjuti hasil bimbingan tersebut dengan
menulis skripsi yang sempurna. Langkah terakhir malakukan

pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri
1. Sejarah BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri

Koperasi Usaha Gabungan Terpadu disingkat koperasi UGT
Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul awal 1421 H atau 6 Juni
2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi
dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan Propinsi Jawa Timur dengan surat
keputusan nomor : 09/BHKWK.13/VI1/2000 tertanggal 22 Juli 2000.
BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam
satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT
PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru
dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan
para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit
pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini
BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 230 Unit
Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit
Pelayanan Transfer. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan
dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik
organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota

koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu
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Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan
Fathanah (Profesional).®®

Pada tahun 2000 tersebut para pengurus BMT Sidogiri mulai
berusaha mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia. Pembukaan
cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri cabang
Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri.
Dan tempat kedua berada di kota Jember. Usaha pengembangan koperasi
yang dilakukan dengan adanya pembukaan cabang baru tersebut masih
tetap berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri menjadi
sebuah lembaga yang memiliki asset yang besar.

Dalam setiap tahun Koperasi UGT Sidogiri diharapkan bisa
membuka beberapa unit pelayanan anggota di Kabupaten atau Kota-kota
yang dinilai memiliki potensi untuk pengembangan BMT Sidogiri.
Simpanan pokok yang ditetapkan bagi anggota koperasi sebesar Rp.
1.000.000,- koperasi ini juga akan membuka UPK (Cabang Pelayanan
Koperasi) di beberapa Kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan
domisili anggota koperasi. Dalam pengembangannya, Koperasi BMT
MMU ini bermitra dengan koperasi UGT. Hal tersebut dikarenakan kedua
lembaga memiliki kesamaan dalam mengelolah usaha BMT atau simpan
pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT. Salah satunya ialah

BMT UGT sidodadi di JI Bolodewo.

% Sejarah BMT UGT Sidogiri, dalam, http://bmtugtsidogiri.co.id, di akses pada Jum’at, 09
April 2016
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Dalam jangka panjang koperasi UGT diharapkan bisa dibuka
beberapa unit pelayanan kabupaten-kabupaten yang banyak ditempati
olen anggota koperasi UGT. Koperasi UGT merupakan Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kedua yang berlatar belakang pondok
pesantren Sidogiri. Sebelumnya, pada 17 Juli 1997, berdiri koperasi BMT
MMU vyang beroperasi di kabupaten Pasuruan dengan memiliki 12 unit
pelayanan, delapan diantaranya merupakan BMT dengan usaha simpan
pinjam pola syariah dan tiga unit merupakan unit usaha riil. Apabila
koperasi BMT MMU khusus beroperasi di kabupaten Pasuruan, maka
koperasi UGT, sebagaimana izin yang didapatkan, beroperasi di
kabupaten/kota di Jawa Timur.®°

Salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang terdapat di provinsi
Jawa Timur yaitu berada di kota Blitar. Di kota Blitar terdapat 4 cabang
pembantu yang tersebar di berbagai tempat di kota Blitar. Keempat
tempat tersebut terdapat di daerah Kanigoro, Ludoyo, Kesamben dan
Sukorejo. Dari keempat tempat tersebut terdapat 1 orang Kepala Cabang
Pembantu, 1 orang Teller dan 2 atau 3 orang Account Officer (AO) dan
dari keempat cabang tersebut dikepalai oleh 1 orang Kepala Cabang,
dimana kepala cabang ini yang selalu keliling ke kantor cabang pembantu
untuk mengawasi, memantau dan memberi arahan setiap cabang

pembantu yang tersebar di kota Blitar tersebut.

% |bid.,
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2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri
a. Visi

1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan
landasan syariah Islam.

2) Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan di
bidang sosial ekonomi.

b. Misi

1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas
ekonomi.

2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang
ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.

3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddig/
Jujur, Tabligh/ Komunikatif, Amanah/ Dipercaya, Fatonah/
Profesional).

5) Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar
dimasyarakat.”

3. Maksud dan Tujuan
Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk
membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan bertujuan

memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun

0 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri, dalam, http:/bmtugtsidogiri.co.id, di akses pada
Jum’at, 09 April 2016
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perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani

yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah

Swit.

a. Pengurus
Ketua
Wakil Ketua |
Wakil Ketua Il
Sekretaris
Bendahara

b. Pengawas
Pengawas Syariah
Pengawas Manajemen
Pengawas Keuangan

c. Pengelola
Direktur Utama
Direktur Bisnis
Direktur Keuangan

Direktur Kepatuhan

4. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri "

: H. Mahmud Ali Zain
: H. Abdulloh Rahman
. A. Saifulloh Naji

: A. Thoha Putra

. A. Saifulloh Muhyiddin

: KH. A. Fuad Noer Chasan
: H. Bashori Alwi

: H. Sholeh Abd. Hag

: Abd. Majid Umar
: HM. Sholeh Wafie
: Abd. Rokhim

: Moh. Aunur Rahman

"™ Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri, dalam, http://bmtugtsidogiri.co.id, di akses pada

Jum’at, 09 April 2016
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Amir Burhan
N\
Kepala Cabang Pembantu
Kanigoro
Mukh. Ishom
|
y v \

. AO 2 AO 3
Teller/Kasir AO1 : .
Makhfudz A Ainul Badroni A Falz. An. M. Wlldan

Naja Rizqy

Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Mukh. Ishom Kepala Cabang Pembantu
Kanigoro Blitar

5. Produk Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri "

a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai

alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah

b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal

mempunyai usaha mikro dan kecil.

kerja bagi

anggota yang

2 produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri, dalam, http://bmtugtsidogiri.co.id, di akses

pada Jum’at, 09 April 2016
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Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil
(Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)

UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi
kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan :

Akad vyang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli
(Murabahah) atau berbasis sewa (ljarah & Kafalah)

. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan
bermotor.

Akad Pembiayaan:

Akad vyang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli
(Murabahah)

UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang
elektronik.

Jenis barang elektonik yang bisa diajukan adalah:

1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)

2) Bergaransi (Pabrik atau Toko)

3) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio,

Kulkas, dan lain-lain
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Akad Pembiayaan:
Akad vyang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli
(Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamliik.

f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)
UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk
memenuhi  kebutuhan  kekurangan  setoran awal Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh
Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.
Akad Pembiayaan :
Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil
Ujroh ™

g. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)
UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada
anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau
kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan
undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori
yang diharamkan Syariah Islam.
Akad Pembiayaan :
Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa
(Bai' al Wafa atau Ba’i dan IMBT) atau berbasis sewa (ljarah atau

Rahn Tasjili).

™ 1bid.,
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h. UGT MGB (Multi Griya Barokah)
UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau
panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik
baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer,
atau membangun rumah atau renovasi rumah.
Akad Pembiayaan:
Akad vyang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli
(Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah atau Istishna’) atau Multi
Akad (Murabahah dan ljaroh Paralel)
i. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)
UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.
Akad Pembiayaan:
Akad vyang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli
(Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan ljarah parallel atau
Bai' al Wafa dan ljarah).”
B. Temuan Penelitian
Penerapan Akad Pembiayaan Take Over dan Pembiayaan Gadai
Emas Syariah yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro
ditetapkan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
BMT. Hasil wawancara aplikasi/penerapan akad dalam pembiayaan take over

di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro adalah

“BMT menanyakan dulu kepada nasabah kebutuhan nasabah take
over itu apa, setelah BMT selesai menganalisis, survei dan lainnya,

™ 1bid.,
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baru BMT akan memutuskan nasabah tersebut layak apa tidak untuk
take over. Penerapan take over sebetulnya secara prosedurnya BMT
mendatangi bank tertentu dengan membawa uang dan BMT yang
menutup dan membayar hutang serta membawa jaminan nasabah.
Karena BMT mempunyai prinsip khusnudhon kepada nasabah maka
BMT memberikan uang kepada nasabah untuk melunasi hutangnya
di bank lain dengan akad kafalah yaitu BMT menanggung
kebutuhan orang lain (nasabah). Lalu BMT meminta nasabah untuk
menutup hutang di bank lain tersebut, kami mewakilkan penutupan
dan pelunasan hutang itu kepada nasabah dengan akad wakalah.
BMT menggunakan akad kafalah bil wakalah yaitu menanggung
kebutuhan orang tetapi mewakilkannya kepada orang lain. Setelah
nasabah selesai menutup hutangnya dan membawa jaminan,
selanjutnya akan diproses lagi dengan akad murabahah atau
musyarakah. BMT melihat dulu nasabah itu mempunyai usaha atau
tidak, jika nasabah mempunyai usaha maka BMT akan
menggunakan akad musyarakah.”” Penerapan akad musyarakah,
misal nasabah pinjam 70 juta dimana 50 juta untuk take over dengan
menggunakan akad kafalah bil wakalah, sisanya yang 20 juta untuk
tambahan modal kerja nasabah dengan menggunakan akad
musyarakah. Jika kesulitan dengan akad musyarakah maka bisa
menggunakan akad murabahah biar sama-sama enak, maka BMT
akan membeli jaminan nasabah dengan harga 70 juta kemudian
BMT menjual kepada nasabah 75 juta di angsur oleh nasabah selama
1 tahun sehingga pihak BMT minta keuntugan 5 juta dari nasabah.”

Penerapan akad pembiayaan take over dengan menggunakan akad
pertama kafalah bil wakalah dan akad kedua murabahah atau musyarakah
yaitu setelah proses menganalisis, survei dan lain-lain selesai dilakukan oleh
BMT. Maka selanjutnya BMT akan menggunakan akad yang pertama yaitu
akad kafalah bil wakalah kepada nasabah, dimana BMT menjadi penjamin
dari hutang nasabah di bank, karena sistem keparcayaan kepada nasabah,
maka pihak BMT mewakilkan pelunasan dan penutupan hutang yang ada di
bank tersebut kepada nasabah. Setelah nasabah melunasi dan menutup hutang

yang ada dibank serta jaminan nasabah sudah ada ditangan nasabah,

> Mukh.Ishom, Wawancara Kepala Cabang Pembantu Kanigoro BMT UGT Sidogiri,
(beralamatkan di Kanigoro : Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 05 Maret 2016.

" Amir Burhan, Wawancara Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Blitar, (beralamatkan di
Kanigoro:Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 06 Maret 2016.
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selanjutnya BMT akan menggunakan akad yang kedua, yaitu akad
murabahah atau musyarakah kepada nasabah.

Jika nasabah mempunyai usaha dan tidak kesulitan dalam pembagian
keuntungan maka akad yang digunakan adakah akad musyarakah, namun jika
nasabah kesulitan untuk menghitung keuntungan maka akad yang digunakan
adalah akad murabahah. Jika menggunakan akad murabahah maka pihak
BMT akan membeli barang jaminan nasabah sebesar pembiayaan yang telah
diterima nasabah pada akad pertama. Setelah jaminan menjadi milik BMT,
selanjutnya BMT akan menjual barang jaminan tersebut kepada nasabah
dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan dan sistem pembayarannya
dengan sistem cicilan atau angsuran. Jika menggunakan akad musyarakah
misalkan nasabah meminta pembiayaan sebesar 70 juta, pihak BMT
memberikan pembiayaan tersebut namun dengan rincian 50 juta digunakan
untuk pelunasan hutang di bank lain (take over), kemudian sisanya 20 juta
digunakan untuk penambahan modal usaha nasabah.

Sedangkan aplikasi/penerapan akad dalam pembiayaan gadai emas
syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro akan dijelaskan
sebagaimana pada hasil wawancara penerapan akad pembiayaan gadai emas
syariah di BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro adalah

“Pembiayaan gadai emas disini menggunakan akad gadai (rahn),
akad gadai (Rahn) dengan ujrah karena telah menjaga dan
mengamankan emas tersebut, jadi akad yang digunakan akad rahn
bil ujrah. Penerapan akadnya setelah kelengkapan administrasi,
BMT melakukan kunjungan silaturrahmi, kemudian BMT menaksir
emasnya, setelah selesai menaksir emas BMT melakukan akad, di
dalam akad tersebut dijelaskan bahwa melalui pinjaman BMT, pihak
BMT memberikan modal usaha atau bisnis dengan akad rahn
syariah, di dalam akad tersebut dijelaskan akad rahn, kalau anda
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(nasabah) menaruh barang emas kemudian BMT menjaga dari
barang gadai tersebut, misalkan BMT meminta ujrah sekian dalam
satu bulan setelah diakumulasi misal sebesar 100 ribu, anda
(nasabah) keberatan apa tidak? Jika anda (nasabah) keberatan,
mungkin anda (nasabah) bisa menawar berapa atau mungkin BMT
bisa menurunkan persenannya, sampai terjadi kesepakatan, kalau
tidak terjadi kesepakatan maka akad tersebut belum sah”.”’

Penerapan akad pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT
Sidogiri Capem Kanigoro terbilang sangat simpel dan mudah. Setelah
nasabah melengkapi persyaratan administrasi, BMT melakukan kunjungan
silaturrahmi dan menaksir harga emas, maka BMT akan mengggunakan akad
rahn bil ujrah kepada nasabah pembiayaan gadai emas. Akad rahn yaitu
nasabah menggadaikan emasnya kepada BMT untuk pembiayaan tunai. Hal
itu terjadi setelah akad rahn dijelaskan oleh pihak BMT, maka pihak BMT
meminta ujrah kepada nasabah sebagai biaya penjagaan dan keamanan
barang gadai nasabah. Besarnya ujrah terlebih dahulu ditetapkan oleh pihak
BMT, kemudian ditanyakan kepada nasabah, setuju atau tidak jika ujrahnya
sebesar tersebut. Jika nasabah tidak setuju maka nasabah bisa menawar
besarnya ujrah yang bisa diberikan nasabah kepada BMT. Jika sudah terjadi
kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT besarnya ujrah yang telah
ditetapkan, maka akad rahn bil ujrah gadai emas syariah telah sah dilakukan.

Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca terkait dengan
pembiayaan take over dan pembiayaan gadai emas syariah, maka akan
dipaparkan beberapa sub-sub bab mengenai penerapan akad pembiayaan take

over dan pembiayaan gadai emas syariah sebagai berikut:

" Eko, Wawancara Wakil Kepala 2 Cabang Blitar BMT UGT Sidogiri, (beralamatkan di
Ludoyo : Kantor BMT UGT Sidogiri Ludoyo Blitar), Tanggal 17 Mei 2016.
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1. Akad akad yang digunakan dalam pembiayaan take over dan pembiayaan
gadai emas syariah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu
Kanigoro.

Sebelum membahas mengenai akad-akad yang digunakan BMT
untuk pembiayaan take over, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai
pengertian dari pembiayaan take over. Banyak masyarakat yang mungkin
belum paham dan mengerti dengan maksud take over atau pembiayaan
take over. Oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu pengertian atau
maksud dari pembiayaan take over. Hasil wawancara pengertian
pembiayaan take over karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu
Kanigoro Blitar adalah

“Menurut pak Ishom (Kepala Cabang Pembantu Kanigoro)
mengatakan bahwa pembiayaan take over adalah dimana
seseorang mempunyai hutang dibank konvensional, dan ingin
meminjam uang lagi ke BMT, tetapi dia mempunyai jaminan di
Bank, otomatis BMT harus melunasi pinjaman tersebut untuk
menutup utang di Bank dan untuk menarik jaminan dari Bank
untuk dijadikan jaminan atas pinjaman di BMT”.”®

Pengertian pembiayaan take over yang telah dijelaskan diatas
tentunya diharapkan dapat memberikan gambaran secara singkat kepada
masyarakat yang masih belum mengerti pengertian dari pembiayaan take
over. Pembiayaan take over merupakan pembiayaan pengalihan hutang
nasabah yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional yang kemudian
dipindah alihkan ke Lembaga Keuangan Syariah dengan melunasi semua

hutang yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional tersebut oleh

"®Mukh.Ishom, Wawancara Kepala Cabang Pembantu Kanigoro BMT UGT Sidogiri,
(beralamatkan di Kanigoro : Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 05 Maret 2016.
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Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh nasabah dengan
seijin dan sepengetahuan nasabah.

Banyak sekali jenis akad yang ada di BMT UGT Sidogiri
Cabang Pembantu Kanigoro, namun tidak semua akad dapat digunakan
dalam semua transaksi. Penggunaan akad dapat dibedakan berdasarkan
kebutuhannya, seperti penggunaan akad untuk pembiayaan take over.
Hasil wawancara akad yang digunakan dalam pembiayaan take over di
BMT UGT Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar adalah

“Akad yang digunakan dalam pembiayaan take over ini adalah
kafalah bil wakalah dan musyarakah atau murabahah, jadi
kami menggunakan dua kali akad, yaitu akad pertama
menggunakan akad kafalah bil wakalah, kemudian akad kedua
menggunakan akad musyarakah atau murabahah. Alasan
menggunakan akad kafalah bil wakalah dan akad murabahah

atau musyarakah karena prosesnya lebih mudah menggunakan

akad tersebut”.”

Penggunaan akad untuk pembiayaan take over di BMT UGT
Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar menggunakan dua kali akad yaitu akad
pertama kafalah bil wakalah, dan akad yang kedua adalah
murabahah/musyarakah. Alasan menggunakan kedua akad tersebut
adalah karena prosesnya yang lebih mudah.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh BMT dari kedua akad
pembiayaan take over yaitu akad pertama kafalah bil wakalah, dan akad
kedua murabahah atau musyarakah dijelaskan dengan hasil wawancara
mengenai keuntungan yang diperoleh dari akad pembiayaan take over di

BMT UGT Sidogiri adalah

™ 1bid.,
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“Untuk akad kafalah bil wakalah, akad murabahah dan akad
musyarakah, keuntungan yang di dapat dari ketiga akad tersebut
yaitu dari akad musyarakah dan murabahahnya, keuntungan
dari akad murabahah didapat dari margin sedangkan dari akad

musyarakah di dapat dari bagi hasilnya. Kalau dari akad kafalah

bil wakalahnya BMT tidak mendapatkan keuntungan”.®

Keuntungan yang diperoleh BMT UGT Sidogiri Cabang
Pembantu Kanigoro dari pembiayaan take over yaitu keuntungan
murabahah dari keuntungan margin dan keuntungan musyarakah dari
bagi hasil.

Alasan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar
tidak menggunakan salah satu alternatif akad yang telah ditentukan
dalam Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/V1/2002 Tentang Pengalihan
Utang, yaitu akad alternatif | gard dan murabahah, alternatif Il syirkah
al-milk dan murabahah, alternatif 1l gard dan ijarah, dan alternatif IV
gard dan IMBT (ljarah Muntahiya Bit Tamlik), karena sedikit BMT yang
mengetahui mengenai aturan tentang pembiayaan take over (pengalihan
utang) yang telah ada dan diatur oleh fatwa DSN/MUI. Hasil wawancara
terkait alasan BMT UGT Sidogiri tidak menggunakan salah satu akad
yang telah diatur dalam Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/V1/2002
Tentang Pengalihan Utang adalah

“Karena BMT belum pernah menggunakan alternatif akad yang
ada di fatwa tersebut. Dan pihak BMT juga belum pernah
menggunakan akad Hawalah sebelumnya, jadi penggunaan
akad hawalah masih belum begitu paham. Sehingga tidak
pernah menggunakan akad hawalah maupun alternatif dari

keempat akad tersebut”.®"

8 Mukh.Ishom, Wawancara Kepala Cabang Pembantu Kanigoro BMT UGT Sidogiri,
(beralamatkan di Kanigoro : Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 05 Maret 2016.
81 H
Ibid.,
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Kurang pahamnya pihak BMT dengan alternatif akad akad
dalam fatwa dan akad hawalah, menjadikan pihak BMT tidak pernah
menggunakan akad dalam fatwa dan hawalah tersebut dalam pembiayaan
take over.

Dalam buku karya Adiwarman Karim, dijelaskan bahwa akad
pembiayaan take over harus dibedakan antara pelunasan pokoknya saja
dan pelunasan pokok plus bunga. Apabila pelunasan pokoknya saja maka
akad yang digunakan adalah akad hiwalah, sedangkan untuk pokok plus
bunga maka menggunakan akad qgardh. Namun tidak semua BMT
menggunakan ketentuan tersebut. Hasil wawancara pelunasan hutang
pokok saja maupun hutang pokok plus bunga dalam pembiayaan take
over di BMT UGT Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar adalah

“Kalau persyaratan untuk mengeluarkan jaminan dan melunasi
hutang tersebut adalah harus melunasi semua hutangnya, baik
itu pokoknya saja maupun pokok plus bunganya, maka kita
akan melunasinya. Tidak ada pembedaan akad untuk pelunasan
pokoknya saja maupun pokok plus bunganya, keduanya tetap
menggunakan akad kafalah”.®

Dalam pelunasan hutang pokok saja maupun hutang pokok plus
bunga, BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro Blitar tidak membedakan
akad untuk pelunasan hutang di bank Konvensional yang ditanggungnya.
BMT menggunakan akad kafalah dalam pelunasan hutang pokok saja
maupun hutang pokok plus bunga.

Sedangkan akad dalam pembiayaan gadai emas yang digunakan

oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro adalah akad rahn.

% Imam Nawawi, Wawancara Teller/Kasir BMT UGT Sidogiri, (beralamatkan di
Kesamben : Kantor BMT UGT Sigogiri Kesamben Blitar), Tanggal 07 Maret 2016.



103

Hasil wawancara akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas
syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro adalah

“Akad yang digunakan dalam gadai emas adalah rahn. Jika
menggunakan akad lain maka kita harus survei. Tapi kalau untuk
gadai emas maka kita menggunakan rahn karena hanya melihat

barangnya (emas) kita sudah bisa menjaminnya, dengan akad rahn

keuntungan yang diperoleh dari ujrah takafudz”. ®

Akad yang digunakan BMT untuk pembiayaan gadai emas
syariah adalah akad rahn, dimana barang gadai merupakan jaminan atas
pinjaman yang telah diberikan BMT. Pengambilan keuntungan BMT dari
ujrah yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap hari/bulan/saat jatuh
tempo, tergantung dengan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah.
Jadi akad yang digunakan BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro untuk
pembiayaan gadai emas syariah adalah rahn bil ujrah.

Keuntungan yang diperoleh BMT dari akad yang digunakan
dalam pembiayaan gadai emas syariah yaitu akad rahn bil ujrah akan
dijelaskan dari hasil wawancara keuntungan yang diperoleh BMT UGT
Sidogiri dari akad pembiayaan gadai emas syariah adalah

“Keuntungan yang kita dapat dari akad rahn yaitu ujrah
takhafudz itu, karena kita sudah menjaga keamanan dari barang
gadaian emas tadi, jadi kita meminta ujrah kepada nasabah
sebagai balas jasa dari keamanan barang gadaian nasabah”. ®
Keuntungan yang diperoleh pihak BMT dari pembiayaan gadai
emas syariah adalah ujrah yang diberikan nasabah atas balas jasa

perawatan dan penjagaan keamanan dari barang gadai tersebut.

8 Mukh.Ishom, Wawancara Kepala Cabang Pembantu Kanigoro BMT UGT Sidogiri,
(beralamatkan di Kanigoro : Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 14 Mei 2016
84 1
Ibid.,
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Alasan mengapa pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro
menggunakan akad rahn bil ujrah untuk pembiayaan gadai emas syariah
dijelaskan dari hasil wawancara alasan BMT UGT Sidogiri Capem
Kanigoro menggunakan akad tersebut untuk pembiayaan gadai emas
syariah adalah

“Alasan menggunakan akad rahn bil ujrah karena tidak terlalu

ribet, prosedurnya mudah, yang penting jaminannya itu

mencukupi Kita tidak perlu survey watak, caracter, kemampuan

orang, kalau ada emas kita bisa cek, jika emas itu asli maka kita

bisa mencairkan, harga emas itu bisa dicairkan sampai dengan

70%”. 85

Alasan BMT menggunakan akad rahn bil ujrah untuk
pembiayaan gadai emas syariah karena akad tersebut tidak terlalu ribet,
prosedurnya juga mudah, tidak perlu adanya survei tempat dan caracter
orangnya, asalkan ada barang gadai (emas) maka pembiayaan bisa
dicairkan. Dan pencairan untuk emas bisa sampai 70% dari harga jual,
beda dengan sepeda motor, kalau sepeda motor biasanya pencairannya
hanya 50% dari harga jual.

Alasan BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro tidak
menggunakan akad ijarah seperti yang tercampum pada fatwa DSN
Nomor: 26/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn Emas adalah

“Alasan tidak menggunakan akad ijarah, karena tempat

menyimpan emasnya kita sudah punya khusus, dan barangnya

(emas) tidak membutuhkan tempat yang banyak, sehingga tidak

perlu sewa tempat. Jika tempat tersebut disewakan maka akan

timbul pemikiran yang tidak bagus dari orang, karena barang
gadai yang terbilang kecil”. ®

% |bid.,
% 1bid.,
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Alasan BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro tidak
menggunakan akad ijarah seperti yang dicantumkan pada Farwa DSN
No.26 tahun 2002 tentang rahn emas karena barang gadai yang terbilang
kecil, maka pihak BMT memutuskan untuk tidak memungut biaya atas
sewa tempat untuk barang gadai tersebut. Pihak BMT hanya meminta
ujrah dari nasabah yang besarya berdasarkan pada kesepakatan bersama
antara BMT dan nasabah.

Operasional Penerapan Akad Pembiayaan Take Over dan Pembiayaan

Gadai Emas Syariah (GES) di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar.

a. Operasional Penerapan Akad Pembiayaan Take Over di BMT UGT
Sidogiri Cabang Blitar.

Syarat dan ketentuan untuk calon nasabah pembiayaan take
over di BMT UGT Sidogiri yaitu harus memenuhi terlebih dahulu
syarat umum pembiayaan, setelah terpenuhi semua syarat umum
pembiayaan maka terdapat beberapa persyaratan tambahan (khusus)
untuk pembiayaan take over. Hasil wawancara terkait syarat dan
ketentuan dari pembiayaan take over di BMT UGT Sidogiri cabang
Blitar adalah

“Syarat dan ketentuan umumnya yaitu mengisi permohonan
pembiayaan, foto copy KTP pemohon, foto copi KTP
suamil/istri/wali, foto copy Kartu Keluarga, foto copy surat
nikah, apabila ada jaminannya maka harus membawa serta
surat maupun sertifikat dari jaminan tersebut. Untuk
pembiayaan take over sendiri ada tambahan persyaratan
yaitu nasabah ditanya mengapa ingin melakukan take over
dan nasabah juga harus membuktikan bahwa nasabah
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tersebut benar-benar mempunyai hutang di bank lain®,
dengan membawa buku angsuran dan surat keterangan
pelunasan dari bank yang bersangkutan kalau nasabah ingin

melunasi semua hutangnya”. *®

Syarat dan ketentuan tambahan (khusus) dalam pembiayaan
take over di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro yaitu
calon nasabah harus membuktikan bahwa calon nasabah tersebut
benar-benar mempunyai hutang di bank lain yang akan di take over,
dengan membawa buku angsuran dan surat keterangan dari bank
yang bersangkutan jika nasabah ingin melunasi semua hutangnya di
bank tersebut.

Prosedur / alur dari pembiayaan take over di BMT UGT
Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar hampir sama dengan prosedur
pembiayaan biasa, namun ada beberapa yang membedakannya. Hasil
wawancara prosedur dari pembiayaan take over di BMT UGT
Sidogiri adalah

“Pertama nasabah mengajukan permohonan ke BMT untuk

melakukan pembiayaan take over, setelah itu BMT meminta

data nasabah dengan menanyakan berapa besar pinjaman
nasabah di bank tersebut (biasanya disertai dengan buku
angsuran dan pernyataan dari bank bahwa pelunasan untuk
hutang itu berapa, BMT harus tahu). Sebelum BMT
mencairkan atau menganalisa pembiayaan nasabah tersebut,

BMT harus minta surat keterangan berapa pinjamannya jika

ingin dilunasi (surat keterangan pelunasan), setelah itu baru

BMT menganalisa dengan melihat dari buku angsuran

nasabah itu bagaimanan (ada telatnya apa tidak), serta akan

di analisis dan disurvei data-data dari calon nasabah tersebut,
kira-kira layak apa tidak calon nasabah tersebut untuk

¥ Imam Nawawi, Wawancara Teller/Kasir BMT UGT Sidogiri, (beralamatkan di
Kesamben : Kantor BMT UGT Sigogiri Kesamben Blitar), Tanggal 07 Maret 2016.

8 Amir Burhan, Wawancara Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Blitar, (beralamatkan di
Kanigoro:Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 06 Maret 2016.
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diberikan pembiayaan. Setelah semuanya selesai baru BMT
akan melakukan akad dan pencairan”.

Prosedur pembiayaan take over di BMT UGT Sidogiri
Capem Kanigoro yaitu pertama nasabah mengajuankan permohonan
pembiayaan kepada BMT, setelah permohonan pembiayaan
diterima, maka BMT akan memproses dan meneliti kebenarannya
melalui surat pernyataan dan bukti angsuran nasabah dari bank
konvensional tersebut. Setelah BMT selesai meneliti, kemudian
BMT akan melakukan survei terkait dengan nasabah tersebut layak
atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Melalui survey usahanya,
caracter, capital, capacity, dan penjelasan dari para tetangga
nasabah bagaimana sikap nasabah setiap harinya dan bagaimana
kemampuan nasabah tersebut dalam pembayaran angsuran dalam
pinjaman sebelumnya.

Batasan nominal colan nasabah dalam pengajuan
pembiayaan take over di BMT UGT Sidogiri tidak dibatasi. Hasil
wawancara terkait batasan nominal untuk pembiayaan take over di
BMT UGT Sidogiri adalah

“Tidak ada batasan berapa juta nasabah boleh melakukan
pembiayaan take over, hanya saja apabila pembiayaan itu di
atas 50 juta maka dari pihak BMT harus mendapat
persetujuan dari cabang, sedangkan untuk pembiayaan diatas
100 juta maka pihak BMT harus mendapat persetujuan dari

Pusat”.®®

8 Mukh.Ishom, Wawancara Kepala Cabang Pembantu Kanigoro BMT UGT Sidogiri,
(beralamatkan di Kanigoro : Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 05 Maret 2016.
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Batasan nominal untuk pembiayaan, baik itu pembiayaan
take over maupun pembiayaan biasa, dibatasi oleh persetujuan dari
cabang maupun dari pusat. Apabila pembiayaan itu lebih dari 50 juta
maka harus meminta persetujuan dari Kantor Cabang, sedangkan
untuk pembiayan lebih dari 100 juta maka harus meminta
persetujuan dari Kantor Pusat.

Manfaat yang dirasakan BMT dari produk pembiayaan take
over salah satunya yaitu dapat memberikan alternatif lembaga
keuangan yang bebas bunga, namun terdapat manfaat lain yang
dirasakan BMT untuk pembiayaan take over. Hasil wawancara
manfaat yang dirasakan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu
Kanigoro dari pembiayaan take over adalah

“Yang pertama adalah menjalankan bisnis syariah, yang
kedua adalah menjalankan syiar agama secara keuangan,
dengan adanya syiar agama secara keuangan maka nasabah
yang tadinya menggunakan bunga, bisa sedikit-sedikit

meninggalkan sistem bunga, dan lebih memilih untuk

menabung di sini yang tidak berbasis bunga”.®

Dengan adanya BMT diharapkan dapat memberikan
dampak yang positif bagi masyarakat. Dari pihak BMT UGT
Sidogiri sendiri mengharapkan dengan adanya BMT mampu sedikit
demi sedikit mengajak masyarakat untuk bisa meninggalkan sistem
keuangan yang berbasis bunga. Dan dapat menyiarkan agama islam

lewat lembaga keuangan yang berbasis Islami.

% mam Nawawi, Wawancara Teller/Kasir BMT UGT Sidogiri, (beralamatkan di Kesamben
: Kantor BMT UGT Sigogiri Kesamben Blitar), Tanggal 07 Maret 2016.
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Pembiayaan take over mempunyai risiko yang cukup tinggi.
Karena biasanya calon nasabah take over adalah nasabah yang
mengalami kesulitan dalam angsuran pada bank konvensional
sebelumnya, mungkin karena beratnya bunga yang harus dibayar
setiap bulannya. Hasil wawancara terkait risiko yang dihadapi BMT
UGT Sidogiri dari pembiayaan take over adalah

“Risikonya hanya satu yaitu harus siap untuk menghadapi
kemacetan, kerena orang-orang yang take over itu adalah

orang — orang yang yang bermasalah dalam angsuran”.**

Risiko dari take over yang sangat ditakutkan oleh BMT
UGT Sidogiri adalah risiko macet. Oleh karena itu BMT UGT
Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro sangat berhati hati dalam
memberikan pembiayaan take over.

Alasan nasabah ingin melakukan take over dari lembaga
konvensional ke BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro
Blitar diantaranya sebagaimana disampaikan oleh salah satu nasabah
pembiayaan take over. Hasil wawancara dengan Bapak Teguh
Haryanto salah satu nasabah take over dari Bank Jatim Blitar adalah

“Saya adalah nasabah take over dari bank jatim, alasan saya

melakukan take over karena di BMT tidak membungakan

uang, tetapi menggunakan bagi hasil. Apabila di Bank setiap
bulan harus mengangsur, maka kalau di BMT tidak, tetapi
tergantung pada bagi hasil. Bisa diangsur setiap saat, tidak
harus setiap bulan. Tidak keberatan dengan bagi hasilnya
kerena BMT mengambil bagi hasilnya dari keuntungan
usahanya. Dengan adanya take over saya terbantu untuk
melunasi hutang, dan apabila ada sisa dari pelunasan hutang

tersebut bisa digunakan lagi untuk penambahan modal
usaha. Adanya perkembangan usaha, karena setiap

% Amir Burhan, Wawancara Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Blitar, (beralamatkan di
Kanigoro:Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 06 Maret 2016.
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angsurannya hanya mengangsur bagi hasilnya saja, untuk
pokoknya bisa kapan saja. Jadi merasa lebih ringan
angsurannya, jika dibandingkan dengan yang ada di bank
konvensional, kerena setiap bulannya harus mengangsur
pokok + bunganya. Untuk bagi hasilnya juga tidak
memberatkan, karena dari pihak BMT merundingkan
terlebin dahulu apabila hendak mengambil bagi hasilnya.
Saran yang saya berikan untuk BMT yaitu apabila ingin
melakukan pembiayaan (kredit) maka harus dilengkapi
dengan proposal, agar kedua belah pihak tidak merasa
dirugikan. Apabila 1 bulan belum bisa membayar angsuran
maka jangan dikatakan bahwa nasabah tersebut macet.
Sabar, artinya jangan terburu-buru meminta hasil. Teliti,
yaitu teliti dalam menghitung bagi hasilnya. *

Dengan adanya pembiayaan take over, nasabah merasa
terbantu dan bisa mengembangkan usahanya karena bagi hasilnya
tidak memberatkan dan jika tidak bisa membayar setiap bulannya
bisa diakumulasikan pada bulan berikutnya. Jadi tidak setiap
bulannya harus membayar bagi hasil. Dan yang terpenting lagi di
BMT tidak membungakan uang. Saran yang diberikan nasabah take
over untuk BMT kedepannya yaitu pihak BMT harus lebih sabar
menunggu hasil dari usaha nasabah, BMT harus lebih teliti dalam
menghitung bagi hasilnya, dan BMT seharusnya memberikan
persyaratan bagi calon nasabah pembiayaan untuk membuat proposal
agar memudahkan BMT dalam menentukan bagi hasilnya.

b. Operasional Penerapan Akad Pembiayaan Gadai Emas Syariah
(GES) di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar.
Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah pembiayaan gadai

emas syariah di BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro adalah harus

% Teguh Haryanto, Wawancara nasabah pembiayaan take over dari bank Jatim, Tanggal 07
Maret 2016
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memenuhi terlebih dahulu syarat dan ketentuan umum pembiayaan.
Hasil wawancara syarat dan ketentuan dalam pembiayaan gadai
emas syariah di BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro adalah

“Syarat dan ketentuan permohonan pembiayaan gadai emas
sama saja dengan pembiayaan biaya yaitu mengisi formulir
permohonan pembiayaan, foto copy KTP pemohon, foto
copi KTP suamifistri/wali, foto copy Kartu Keluarga, foto
copy surat nikah, dan membawa emas yang akan digadaikan.
Syarat emas tersebut harus ada suratnya, jika tidak ada

suratnya kita hanya bisa mencairkan 50%-60%. Dan jika

akad suratnya kita bisa mencairkan sekitar 80%”. %

Syarat dan ketentuan umum untuk pembiayaan adalah
permohonan pembiayaan, foto copy KTP pemohon, foto copi KTP
suami/istri/wali, foto copy Kartu Keluarga, foto copy surat nikah.
Semua syarat tersebut harus ada jika ingin mengajukan pembiayaan
di BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro. Tetapi untuk pembiayaan
gadai emas ada persyaratan tambahan (khusus) vyaitu harus
membawa emas yang akan digadaikan. Jika emas tersebut ada
suratnya maka akan lebih mudah untuk menaksir jumlah
pembiayaan, namun jika tidak ada, maka taksiran jumlah
pembiayaan akan turun.

Dalam penjualann emas, harus diketahui terlebih dahulu
kadar, berat dan keaslian emas tersebut, maka dari itu BMT
membutuhkan orang yang ahli dalam bidangnya untuk menaksir

kadar, berat, harga, serta asli atau tidaknya emas tersebut. Hasil

% Sholikhin, Wawancara Wakil Kepala 1 Cabang Blitar BMT UGT Sidogiri, (beralamatkan
di Ludoyo : Kantor BMT UGT Sigogiri Ludoyo Blitar), Tanggal 17 Mei 2016
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wawancara cara penaksiran harga emas untuk pembiayaan gadai
emas syariah di BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro adalah

“Untuk menaksir harga emas kita bekerja sama dengan toko
emas, terkait dengan asli atau tidaknya emas, kadarnya,
beratnya dan harganya. Setelah diketahui semuanya maka
kita bisa menentukan berapa pinjaman yang bisa dicairkan.

Biasanya pinjaman yang bisa dicairkan antara 70% atau 60%

dari harga taksiran toko emas”. %

Untuk menaksir kadar, berat, harga dan keaslian emas
tersebut, BMT bekerja sama dengan toko emas terdekat. Setelah
diketahui harga taksirannya, maka pihak BMT hanya bisa
mencairkan emas tersebut sebesar 70% atau 60% dari harga taksiran.

Sama halnya dengan pembiayaan pada umumnya, tentunya
ada batasan seseorang dalam melakukan pembiayaan. Hasil
wawancara batas waktu pembiayaan gadai emas di BMT UGT
Sidogiri Capem Kanigoro adalah

“Batas lama pembiayaan gadai emas tidak ada, tetapi untuk
batas pembiayaan disini (BMT) maksimal 3 tahun, itu untuk
semua jenis pembiayaan ”.%

Tidak ada batasan lama waktu untuk pembiayaan gadai
emas syariah tetapi untuk batas maksimal semua pembiayaan adalah
3 tahun.

Prosedur pembiayaan gadai emas syariah hampir sama

dengan prosedur pembiayaan lainnya, hanya ada beberapa prosedur

% Mukh.Ishom, Wawancara Kepala Cabang Pembantu Kanigoro BMT UGT Sidogiri,
(beralamatkan di Kanigoro : Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 14 Mei 2016

% Eko, Wawancara Wakil Kepala 2 Cabang Blitar BMT UGT Sidogiri, (beralamatkan di
Ludoyo : Kantor BMT UGT Sidogiri Ludoyo Blitar), Tanggal 17 Mei 2016
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yang membedakannya. Hasil wawancara prosedur pembiayaan gadai

emas syariah di BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro adalah
“Setelah pengajuan berkasnya lengkap, kemudian ditaksir
harga emas dengan bekerja sama dengan toko emas, jika ada
suratnya maka akan lebih mudah dalam menaksir harga
emas, tetapi kalau tidak ada suratnya maka kita menaksir
harga emasnya sesuai dengan taksiran toko emas. Kemudian
baru kita akan melalukan akad kepada nasabah dengan akad
rahn bil ujrah, setelah selesai melakukan akad dan terjadi
kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya adalah
proses pencairan. Dan nasabah akan dikenai biaya cetak
berkas dan materai seharga Rp 10.000,- apabila sudah
mempunyai tabungan, tetapi kalau belum mempunyai buku
tabungan maka harus terlebih dahulu membuka buku

tabungan dengan biaya Rp 5.000,- dan saldo minimal
pembukaan awal adalah Rp 10.000,- «.

Prosedur pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT
Sidogiri Capem Kanigoro yaitu setelah semua persyaratan dan
ketentuan permohonan pembiayaan lengkap dan selesai diteliti,
maka pihak BMT dan nasabah akan mendatangi toko emas terdekat
yang sudah menjadi mitra dengan pihak BMT untuk menaksir kadar,
berat, harga dan keaslian dari emas tersebut. Setelah penaksiran
selesai maka BMT akan menentukan harga pembiayaan yang dapat
dicairkan oleh pihak BMT.

Jika nasabah setuju dengan jumlah pembiayaan yang
diberikan oleh BMT, kemudian BMT akan melakukan akad dengan
menggunakan akad rahn bil ujrah. Setelah selesai melakukan dan
penandatanganan akad, selanjutnya pihak BMT akan meminta biaya

ganti atas berkas dan materai yang telah digunakan nasabah sebesar

% Mukh.Ishom, Wawancara Kepala Cabang Pembantu Kanigoro BMT UGT Sidogiri,
(beralamatkan di Kanigoro : Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 14 Mei 2016
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Rp 10.000,- . dan jika nasabah belum mempunyai buku tabungan di
BMT tersebut maka nasabah harus tersebih dahulu membuka buku
tabungan sebesar Rp 5.000,- Dan menyetorkan saldo awal minimal
sabesar Rp 10.000,-.

Manfaat yang dirasakan oleh pihak BMT dari pembiayaan
gadai emas syariah bermacam-macam. Hasil wawancara manfaat
dari pembiayaan gadai emas syariah pada BMT UGT Sidogiri
Capem Kanigoro adalah

“Manfaat dan keuntungannya yaitu Kita lebih aman, dan
meminimalisir risiko NPF, atau pembiayaan yang tidak

menghasilkan atau pembiayaan yang tidak profit, kalau

risiko ruginya kita minim sekali untuk gadai emas.”.’

Manfaat dari pembiayaan gadai emas syariah yang
dirasakan BMT vyaitu lebih aman karena barang jaminan emas ada
diitangan BMT, meminimalisir risiko NPF atau pembiayaan yang
tidak menghasilkan atau pembiayaan yang tidak profit
(menguntungkan), risiko kerugiannya sangat sedikit, dan
pembiayaan bisa langsung cair.

Selain ada manfaat tentu ada risiko yang timbul dari
pembiayaan gadai emas syariah. Hasil wawancara risiko dari
pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Capem
Kanigoro adalah

“Risiko dari gadai emas syariah sementara tidak pernah
mengalami, karena prosesnya mudah, dan jika nasabah tidak
bisa membayar angsurannya, penjualan barang jaminan juga

% Eko, Wawancara Wakil Kepala 2 Cabang Blitar BMT UGT Sidogiri, (beralamatkan di
Ludoyo : Kantor BMT UGT Sigogiri Ludoyo Blitar), Tanggal 17 Mei 2016
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sangat mudah. Dan kebanyakan untuk pembiayaan gadai
emas itu tidak terlalu lama, berapa bulan begitu nasabah
sudah melunasi pembiayaan”. %

Tidak ada risiko yang dirasakan BMT dari pembiayaan
gadai emas syariah, karena jika nasabah sudah tidak mampu
membayar pembiayaan, barang gadai (emas) sangat mudah untuk
dijual tanpa harus adanya ketentuan dan persyaratan yang melekat
pada emas tersebut.

Alasan nasabah ingin melakukan pembiayaan gadai emas
syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar
diantaranya sebagaimana disampaikan oleh salah satu nasabah
pembiayaan gadai emas syariah. Hasil wawancara dengan Ibu Siti
Nurjanah salah satu nasabah gadai emas syariah adalah

“Saya nasabah gadai emas syariah, alasan saya
menggadaikan emas, karena saya sudah suka dengan emas
tersebut, tetapi pada saat itu saya ada kekurangan uang jadi
emas tersebut saya gadaikan. Karena kalau saya jual ditoko
emas, jika saya ingin emas itu lagi belum tentu yang
bentuknya sama seperti emas saya tadi ada. Kalau saya
gadaikan kan disitu (BMT) emas saya dijaga dan aman.
Terus kalau suatu saat nanti saya punya uang, saya bisa
ambil emas itu lagi. Ujrahnya ditetapkan oleh BMT, tapi
saya tidak keberatan. Pada saat itu saya butuh uang buat
tambahan dagang, saya butuh uang 500 ribu sedangkan
harga emas saya 750 ribu, kalau uang 500 itu untuk dagang
selama satu bulan kan untungnya banyak, terus uang itu saya
gunakan untuk membayar ujrah juga setiap bulannya.
Manfaat yang saya rasakan tercukupi untuk dagang, terbantu
dengan adanya gadai emas. Sarannya tetap aman, awet, tidak
mudah ditipu, disitu pelanananya rapi, enak, saya merasa
tenang, karyawannya tenang dan ramah”.

2016

% Mukh.Ishom, Wawancara Kepala Cabang Pembantu Kanigoro BMT UGT Sidogiri,
(beralamatkan di Kanigoro : Kantor BMT UGT Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 14 Mei 2016
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Siti Nurjanah, Wawancara nasabah pembiayaan gadai emas syariah, Tanggal 17 Mei
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Alasan nasabah ingin menggadaikan emasnya yaitu karena
nasabah membutuhkan uang yang jumlahnya terbilang sedikit dan
nasabah sudah suka dengan emas tersebut. Jika emas tersebut dijual
ke toko emas, kemudian jika nasabah ingin mencari emas itu lagi
belum tentu barangnya yang sama dengan emas tadi ada. Dan jika
emas itu digadaikan maka keamanan dari emas tersebut terjaga dan
jika nasabah mempunyai uang untuk melunasi pinjaman, maka
nasabah bisa memiliki emas tersebut lagi. Dengan adanya gadai
emas syariah nasabah merasa terbantu dan tercukupi untuk usaha
dagangnya. Saran yang diberikan nasabah kepada BMT vyaitu tetap
pertahankan kualitas pelayanan yang membuat nasabah merasa
nyaman dan aman.

C. Analisis Data

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak BMT, maka
dapat diketahui bahwa, pengertian pembiayaan take over adalah pembiayaan
pengalihan hutang nasabah yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional
yang kemudian dipindah alihkan ke Lembaga Keuangan Syariah dengan
melunasi semua hutang yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional
tersebut oleh Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh nasabah
dengan seijin dan sepengetahuan nasabah. Akad yang digunakan dalam
pembiayaan take over di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro
adalah akad kafalah bil wakalah dan akad murabahah atau musayarakah, jadi

pihak BMT meggunakan dua kali akad untuk pembiayaan take over.
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Penerapan akad pembiayaan take over di BMT UGT Sidogiri
Cabang Kanigoro dengan menggunakan dua akad yaitu akad yang pertama
pihak BMT menjamin hutang nasabah take over dengan menggunakan akad
kafalah. Kemudian pihak BMT akan memberikan sejumlah uang kepada
nasabah dan pihak BMT mewakilkan pelunasan hutang tersebut kepada
nasabah dengan akad wakalah. Setelah akad pertama selesai, kemudian pihak
BMT menggunakan akad yang kedua yaitu akad murabahah/musyarakah.
Jika menggunakan akad murabahah, maka pihak BMT akan membeli
jaminan nasabah yang ada di BMT seharga sejumlah pembiayaan yang telah
diberikan BMT kepada nasabah pada akad yang pertama tadi, setelah itu
pihak BMT menjual kembali jaminan tersebut kepada nasabah dengan harga
sebesar pembiayaan nasabah tadi ditambah dengan margin yang telah
disepakati. Jadi keuntungan pihak BMT yang diperoleh dari akad murabahah
adalah margin dari penjualan jaminan nasabah tersebut.

Jika menggunakan akad musyarakah maka pihak BMT akan
memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan porsi, misal nasabah
membutuhkan pembiyaan sebesar Rp 40 juta, maka porsi Rp 30 Juta untuk
pelunasan di bank lain (take over) sedangkan sisanya Rp 10 juta untuk modal
usaha nasabah. Yang selanjutnya akan ditentukan nisbah bagi hasil antara
pihak BMT dan pihak nasabah terkait pembagian keuntungan yang akan
diperolen masing-masing pihak, sesuai dengan kesepakatan kedua belah
pihak. Keuntungan yang diperoleh BMT dari akad musyarakah yaitu bagi

hasil dari usaha nasabah. Jadi keuntungan yang diperolen BMT dari
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pembiayaan take over adalah margin dari akad murabahah dan bagi hasil dari
akad musyarakah, sedangkan dari akad kafalah bil wakalah, pihak BMT tidak
mendapatkan keuntungan.

Alasan BMT menggunakan akad kafalah bil wakalah dan akad
murabahah atau musyarakah karena prosesnya mudah jika menggunakan
akad tersebut. Alasan BMT tidak menggunakan salah satu akad yang ada
pada Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/V1/2002 Tentang Pengalihan Utang
karena belum terlalu tahu mengenai akad tersebut dan akad tersebut juga
belum pernah digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu
Kanigoro. Dalam melunasi hutang nasabah, BMT melunasi semua hutang
dari nasabah yang harus dilunasi, baik itu hutang pokok saja maupun hutang
pokok dengan bunga, dengan menggunakan akad kafalah, tidak ada
perbedaan antara pelunasan hutang pokok saja maupun hutang pokok plus
bunga.

Untuk syarat dan ketentuan umum pada pembiayaan take over sama
dengan pembiayaan lainnya, sedangkan untuk syarat dan ketentuan khusus
dalam pembiayaan take over yaitu harus membawa buku angsuran dari bank
yang ingin di take over dan surat keterangan pelunasan dari bank tersebut
berapa jumlah hutang nasabah jika ingin melunasi semua hutangnya.
Prosedur pembiayaan take over yaitu setelah pengajuan permohonan
pembiayaan yang telah diterima oleh BMT UGT Sidogiri akan benar-benar di
proses dan diteliti kebenarannya, melalui surat pernyataan dan bukti angsuran

dari bank yang bersangkutan, setelah itu baru akan dilakukan survei terkait



119

dengan calon nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Melalui
survei usahanya, caracter, capital, capacity, dan penjelasan dari para tetangga
terkait dengan calon nasabah dan kemampuan calon nasabah dalam
pembayaran angsuran dalam pinjaman sebelumnya.

Batasan nominal untuk pembiayaan, baik itu pembiayaan take over
maupun pembiayaan biasa, dibatasi oleh persetujuan dari cabang maupun dari
pusat. Apabila pembiayaan itu lebih dari 50 juta maka harus meminta
persetujuan dari Kantor Cabang, sedangkan untuk pembiayan lebih dari 100
juta maka harus meminta persetujuan dari Kantor Pusat. Manfaat dari adanya
pembiayaan take over yaitu mampu sedikit demi sedikit mengajak masyarakat
untuk bisa meninggalkan sistem keuangan yang berbasis bunga. Dan dapat
menyiarkan agama Islam lewat lembaga keuangan yang berbasis Islami.
Risiko dari take over yang sangat ditakutkan oleh BMT UGT Sidogiri adalah
resiko macet. Oleh karena itu BMT UGT Sidogiri sangat berhati hati dalam
memberikan pembiayaan take over.

Alasan nasabah memilih take over, karena mereka mencari angsuran
yang lebih ringan, dan di BMT itu tidak menggunakan bunga, sehingga tidak
memberatkan, BMT menggunakan bagi hasil dalam mencari keuntungannya,
dan bagi hasil itu pada setiap bulannya tidak sama, karena berpacu pada
keuntungan yang didapat dari usaha nasabah. Nasabah merasa terbantu
dengan adanya pembiayaan take over ini, manfaat yang dirasakan oleh
nasabah yaitu dengan adanya pembiayaan take over ini nasabah bisa lebih

bernafas lega, karena tidak harus membayar pokok dan bunga setiap bulannya
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kepada bank konvensional, karena pihak BMT hanya menawarkan bagi hasil
yang harus dibayarkan pada setiap bulannya.

Jika pada 1 bulan tersebut nasabah tidak mampu memberikan bagi
hasil, maka pihak BMT juga bisa mentolelir. Oleh karena itu nasabah take
over merasa terbantu dan dengan adanya pembiayaan take over ini
perkembangan usaha nasabah menjadi lebih meningkat. Untuk pelayanannya
sangat memuaskan, karena hubungan nasabah dengan pihak BMT seperti
keluarga. Untuk prosedur pengajuan pembiayaannya tidak terlalu
menyulitkan, karena hampir sama dengan syarat-syarat dan ketentuan untuk
mengajukan pembiayaan seperti biasanya.

Sedangkan untuk pembiayaan gadai emas syariah akad yang
digunakana adalah akad rahn bil ujrah. Penerapan akad rahn bil ujrah yaitu
setelah nasabah melengkapi persyaratan administrasi, BMT melakukan
kunjungan silaturrahmi dan menaksir harga emas, maka BMT akan
mengggunakan akad rahn bil ujrah kepada nasabah pembiayaan gadai emas.
Akad rahn vyaitu nasabah menggadaikan emasnya kepada BMT untuk
pembiayaan tunai. Hal itu terjadi setelah akad rahn dijelaskan oleh pihak
BMT, maka pihak BMT meminta ujrah kepada nasabah sebagai biaya
penjagaan dan keamanan barang gadai nasabah. Besarnya ujrah terlebih
dahulu ditetapkan oleh pihak BMT, kemudian ditanyakan kepada nasabah,
setuju atau tidak jika ujrahnya sebesar tersebut. Jika nasabah tidak setuju
maka nasabah bisa menawar besarnya ujrah yang bisa diberikan nasabah

kepada BMT. Jika sudah terjadi kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT
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besarnya ujrah yang telah ditetapkan, maka akad rahn bil ujrah gadai emas
syariah telah sah dilakukan. Keuntungan yang di dapat dari akad rahn adalah
ujrah dari biaya perawatan dan penjagaan barang gadai emas nasabah yang
telah ditahan oleh BMT.

Alasan BMT menggunakan akad rahn bil ujrah karena dengan akad
tersebut tidak ribet, prosedurnya mudah, dan tanpa adanya survei. Alasan
BMT tidak menggunakan akad ijarah seperti yang tertera dalam fatwa Dewan
Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/V1/2002 tentag Rahn Emas karena
tempat menyimpan emas sudah dipersiapkan oleh BMT, dan tempat yang
disediakan itu kecil sehingga tidak perlu untuk membayar biaya sewa tempat
barang gadai. Sedangkan syarat dan ketentuan umum permohonan
pembiayaan gadai emas sama dengan pembiayaan lainnya, yaitu mengisi
formulir permohonan pembiayaan, foto copy KTP pemohon, foto copi KTP
suami/istri/wali, foto copy Kartu Keluarga, foto copy surat nikah. Sedangkan
ketentuan khusus untuk pembiayaan gadai emas syariah vyaitu harus
membawa emas yang akan digadaikan.

Untuk menentukan harga emas pihak BMT bekerjasama dengan toko
emas untuk membantu menaksir kadar, berat, harga dan keaslian dari emas
yang akan digadaikan. Harga emas yang dapat dicairkan oleh BMT sebesar
60% sampai 70% dari harga taksir dari toko emas jika emas tersebut ada
suratnya, namun jika tidak ada suratnya BMT hanya bisa memberikan
pembiayaan sekitar 50% dari harga taksir toko emas. Tidak ada batas lama

waktu untuk pembiayaan gadai emas syariah, tetapi untuk semua jenis
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pembiayaan maksimal adalah 3 tahun. Prosedur pembiayaan gadai emas
syariah yaitu nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan dan
melengkapi persyaratan-persyaratan umum dan khusus pembiayaan gadai
emas. Kemudian pihak BMT dan nasabah akan mendatangi toko emas
terdekat yang menjadi mitra BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro untuk
menaksir kadar, berat, keaslian dan harga emas tersebut.

Setelah toko emas menaksir kadar, berat, harga dan keaslian emas,
baru pihak BMT akan menentukan besar pembiayaan yang dapat dicairkan
pihak BMT dari penaksiran emas tersebut. Setelah nasabah menyetujui
jumlah pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT. Selanjutnya pihak BMT
akan melakukan akad rahn bil ujrah kepada nasabah. Setelah selesai
melakukan akad, maka pihak BMT akan mencairkan pembiayaan nasabah
sebesar yang telah disepakati. Kemudian nasabah akan dikenai biaya berkas
dan materai sebesar Rp 10.000 setelah pencaiaran dan penandatangan akad,
apabila nasabah sudah mempunyai buku tabungan di BMT tersebut. Jika
nasabah belum mempunyai buku tabungan di BMT tersebut maka nasabah
harus membayar Rp 25.000, dengan rincian Rp 10.000 untuk biaya berkas
dan materai, Rp 5.000 untuk pembukaan tabungan baru, dan Rp 10.000 untuk
saldo minimal pembukaan buku tabungan baru.

Manfaat yang dirasakan BMT dari pembiayaan gadai emas syariah
yaitu kemungkinan NPF tinggi sangat kecil, tidak khawatir macet, jika jatuh
tempo dan nasabah tidak bisa membayar maka emas dapat dijual dengan

mudah atas persetujuan nasabah, dan harga emas relatif stabil. Prosesnya
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cepat dan mudah, pembiayaannya langsung cair tanpa adanya survei yang
mendalam. Sedangkan untuk risiko dari pembiayaan gadai emas syariah,
sampai saat ini pihak BMT belum pernah mengalami, karena pembiayaan
gadai emas syariah prosesenya mudah, dan jika nasabah tidak mampu
membayar pembiayaan maka penjualan emas sebagai barang gadai sangat
mudah.

Alasan nasabah ingin menggadaikan emasnya yaitu karena nasabah
membutuhkan uang yang jumlahnya terbilang sedikit dan nasabah sudah suka
dengan emas tersebut. Jika emas tersebut dijual ke toko emas, kemudian jika
nasabah ingin mencari emas itu lagi belum tentu barangnya yang sama
dengan emas tadi ada. Dan jika emas itu digadaikan maka keamanan dari
emas tersebut terjaga dan jika nasabah mempunyai uang untuk melunasi
pinjaman, maka nasabah bisa memiliki emas tersebut lagi. Dengan adanya
gadai emas syariah nasabah merasa terbantu dan tercukupi untuk usaha
dagangnya. Saran yang diberikan nasabah kepada BMT vyaitu tetap
pertahankan kualitas pelayanan yang membuat nasabah merasa nyaman dan

aman.
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BAB V

PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengamatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
olen BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Cabang Pembantu
Kanigoro terkait dengan pembiayaan, kemudian peneliti melakukan wawancara
dengan Kepala Cabang Pembantu Kanigoro Blitar terkait dengan pembiayaan
take over dan pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang
Pembantu Kanigoro Blitar. Pembiayaan take over yang ada di BMT UGT
Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro sudah ada sejak 1 tahun yang lalu, yaitu
tahun 2015, sedangkan untuk pembiayaan gadai emas syariah sudah ada sejak
pembukaan kantor Cabang Pembantu Kanigoro. Produk pembiayaan take over
ini tidak dipasarkan kepada masyarakat, karena banyaknya resiko yang timbul
dari pembiayaan take over ini. Nasabah take over sendiri yang mendatangi
BMT untuk meminta bantuan agar bisa melakukana pembiayaan take over.
Sedangkan pembiayaan gadai emas syariah jarang diminati oleh masyarakat
karena masyarakat berpendapat bahwa dari pada digadaikan, lebih baik emas
tersebut dijual saja ke toko emas, kerena tidak perlu mengeluarkan biaya
tambahan untuk berkas dan materai.

Sebelum melakukan pembiayaan take over, pihak BMT harus benar-
benar menganalisis calon nasabah take over tersebut. Terdapat 2 nasabah take
over yang telah ditangani oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro
dan sampai saat ini kedua nasabah tersebut belum melunasi pembiayaan take

over. Sedangkan untuk nasabah gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri
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Cabang Pembantu Kanigoro hanya terdapat 4 nasabah, dan dari keempat
nasabah tersebut sudah melunasi pembiayaan tersebut. Pihak BMT sudah tidak
ingin lagi menerima nasabah take over, karena pihak BMT merasa dirugikan
karena kurang lancarnya angsuran dari nasabah take over. Namun bagi nasabah
take over sendiri dengan adanya pembiayaan take over ini, mereka merasa
terbantu karena adanya keringanan dalam angsurannya. Dan dapat
mengembangkan usahanya karena tidak terlalu terbebani dengan angsuran
yang diterimanya. Sedangkan untuk pembiayaan gadai emas syariah pihak
BMT akan merasa diuntungkan karena risiko yang ditimbulkan dari
pembiayaan gadai emas syariah sangat kecil.

Dalam fatwa DSN-MUI telah dijelaskan empat alternatif akad yang
dapat digunakan dalam pembiayaan take over. Penerapan keempat akad take
over tersebut telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor:
31/DSN-MUI/V1/2002 Tentang Pengalihan Utang, yaitu:

1. Alternatif | (gardh dan murabahah)
LKS memberikan gardh kepada nasabah. Dengan gardh tersebut nasabah
melunasi kredit (utang)-nya di Lembaga Keuangan Konvensional dan
dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik
nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual aset kepada LKS, dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi gardh-nya kepada LKS.
Setelah itu LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi

miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
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2. Alternatif Il (syirkah al-milk dan murabahah)
LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin Lembaga Keuangan
Konvensional; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara
LKS dan nasabah terhadap asset tersebut. Bagian asset yang dibeli oleh
LKS senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK. Setelah itu
LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya
tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

3. Alternatif 11l (gardh dan ijarah)
Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset,
nasabah dapat melakukan akad ljarah dengan LKS, LKS dapat membantu
menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh.

4. Alternatif IV (gardh dan IMBT)
LKS memberikan gardh kepada nasabah. Dengan gardh tersebut nasabah
melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli
dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian
nasabah menjual asset kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah
melunasi gardh-nya kepada LKS. Setelah itu LKS menyewakan asset yang
telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-ljarah al-
Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT).*%

Sedangkan untuk akad yang digunakan di BMT UGT Sidogiri Cabang
Pembantu Kanigoro untuk pembiayaan take over yaitu ada dua akad, akad

pertama adalah akad kafalah bil wakalah dan akad yang kedua adalah

190 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan
Utang
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murabahah/musyarakah. Akad kafalah adalah penjaminan yang diberikan oleh
seseorang kepada orang lain dalam rangka memperkuat posisi orang yang
dijamin. Seperti dijelaskan dalam buku “Sistem dan Prosedur Pendirian BMT
(Baitul Mal wat Tamwil)” karya Muhammad Ridwan mengenai kafalah dan
wakalah bahwa pengertian kafalah dapat berarti pengalihan tanggung jawab
dari satu orang kepada orang lain. Sedangkan wakalah berarti wakil atau
pendelegasian, dimana perjanjian antara BMT dengan anggota memberikan
pelimpahan kepercayaan kepada BMT untuk mewakilinya guna menyelesaikan
suatu pekerjaan tertentu.*™*

Pada akad pertama yaitu kafalah bil wakalah, BMT akan menjamin
hutang nasabah yang ada di bank dengan menggunakan akad kafalah.
Kemudian BMT akan mewakilkan pelunasan hutang nasabah tersebut kepada
nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Jadi pada akad pertama ini, BMT
menggabungkan dua akad menjadi satu akad, menggabungkan akad kafalah
dan wakalah menjadi satu akad yaitu akad kafalah bil wakalah. Dalam
pembiayaan take over menggunakan akad wakalah pada buku “Perbankan
Syariah di Indonesia” karya Abdul Ghafur Anshori dijelaskan bahwa
pemberian kuasa ada yang sifatnya sukarela, ada yang sifatnya profit, dengan
pemberian upah/fee kepada pihak yang menerima kuasa. Namun dalam praktek

biasanya pemberian kuasa dilaksanakan dengan cuma-cuma, kecuali jika

diperjanjikan sebelumnya.*®

101 Muhammad Ridwan, Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil),
(Yogyakarta : Citra Media, 2006), Hal : 63-64

192 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada
University, 2009), Hal : 163.
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Jadi pada akad yang pertama, yaitu akad kafalah bil wakalah BMT
tidak mendapatkan imbalan (fee) dari nasabah. Untuk penerapan akad yang
kedua vyaitu akad murabahah atau musyarakah, BMT terlebih dahulu
menanyakan kebutuhan nasabah, nasabah ingin melakukan take over murni
atau juga untuk tambahan modal. Setelah diketahui kebutuhan nasabah, maka
BMT baru bisa menentukan akad yang akan digunakan.

Jika menggunakan akad murabahah BMT akan membeli barang
jaminan nasabah seharga dengan pembiayaan yang telah diberikan BMT
kepada nasabah pada akad pertama tadi. Kemudian BMT akan menjual barang
jaminan tersebut kepada nasabah dengan harga awal ditambah dengan
keuntungan (margin). Besarnya margin ditentukan terlebih dahulu oleh BMT,
tetapi kemudian ditanyakan kepada nasabah, setuju atau tidak jika BMT
meminta keuntungan sebesar tersebut. Jika nasabah tidak setuju, maka BMT
dan nasabah akan merundingkan besarnya margin yang bisa disepakati oleh
kedua belah pihak. Hal diatas seperti dijelaskan dalam buku “Bank Syariah
dari Teori ke Praktik” karya Muhammad Syafi’i Antonio yang menjelaskan
bahwa ba’i murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba’i murabahah, penjual harus
memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat
keuntungan sebagai tambahannya.'®® Kemudian nasabah dapat membayar
barang (jaminan) tersebut kepada BMT secara cicilan/ angsuran selama waktu

yang telah disepakati antara BMT dan nasabah.

193 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani
Press, 2001), Hal : 101
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Selanjutnya untuk akad musyarakah, penerapan akad musyarakah
dalam akad kedua pembiayaan take over, yaitu pihak BMT akan memberikan
pembiayaan kepada nasabah misalkan sebesar 100 juta kepada nasabah, tetapi
pada pembiayaan tersebut berapa persen semisal 70 juta dari pembiayaan
tersebut digunakan untuk melunasi hutang yang ada di bank lain (take over),
dengan pihak BMT sebagai penjamin dan nasabah sebagai wakil dari BMT
untuk melunasi hutang nasabah yang ada di bank lain tersebut. Setelah hutang
tersebut lunas dan jaminan sudah ada di tangan nasabah, selanjutnya sisa dari
pembiayaan yang diberikan oleh BMT tadi yang 30 juta dapat digunakan oleh
nasabah sebagai tambahan modal usaha. Setelah itu baru akan di tentukan
prosentase nisbah bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh masing-masing
pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jika dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-
MUI/V1/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, untuk porsi kerja masing-
masing pihak dijelaskan bahwa “partisipasi para mitra dalam pekerjaan
merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih
banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian
keuntungan tambahan bagi dirinya”.*®* Jadi dalam fatwa tersebut juga
diperbolehkan jika porsi kerja pada masing-masing mirta tidak sama. Hal
tersebut juga dijelaskan dalam “Buku Pedoman Akad Syariah BMT UGT Ala

Madzahib Al Arba’ah antara Teori dan Praktek dalam Produk Pembiayaan”,

104 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan
Musyarakah
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bahwa dalam syirkah Inan tidak disyaratkan Nominal modalnya sama, tidak
diharuskan sama-sama ikut mengelola modal (boleh salah satu atau sebagian
saja yang bekerja), sedangkan kerugian dibagi sesuai modal.!®® Dari buku
tersebut juga dijelaskan bahwa tidak disyaratkan jika semua orang yang
menyertakan modal harus bekerja semua, boleh salah satu pihak saja yang
bekerja (mengelola modal).

Dari penerapan akad musyarakah tersebut diketahui bahwa pihak
BMT memberikan sebagian modal untuk perkembangan usaha nasabah, oleh
karena itu terjadi akad kerja sama antara pihak BMT dan nasabah. Karena
kurangnya waktu dan tenaga untuk pengelolaan usaha, maka BMT
menyerahkan untuk pengelolaan usaha tersebut kepada nasabah. Dengan
ketentuan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun
BMT akan tetap memantau dan mengawasi perkembangan usaha nasabah.

Jadi untuk penerapan akad pembiayaan take over pada BMT UGT
Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro terdapat dua alternatif akad, alternatif
akad pertama yaitu menggunakan akad kafalah bil wakalah dan murabahah,
dan alternatif akad kedua menggunakan akad kafalah bil wakalah dan
musyarakah. Untuk alternatif akad yang pertama yaitu kafalah bil wakalah dan
murabahah jika dilihat sekilas, maka hampir sama dengan penerapan akad
alternatif | (gardh dan murabahah) yang ada pada Fatwa Dewan Syariah

Nasional Nomor 31/DSN-MUI/ V1/2002 Tentang Pengalihan Hutang.*®

105 Buku Pedoman Akad Syariah BMT UGT Ala Madzahib Al Arba’ah antara Teori dan
Praktek dalam Produk Pembiayaan, No. Panduan : Pand. WI-UGT-01, Hal : 28

106 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan
Hutang.
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Namun yang membedakan dari keduanya adalah jika akad pertama yang
digunakan dalam fatwa DSN-MUI tersebut adalah akad Qardh, maka pada
BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar akad pertama yang
digunakan adalah akad kafalah bil wakalah. Namun secara prakteknya
penerapan akad kafalah bil wakalah hampir sama dengan akad gardh, karena
dalam akad kafalah bil wakalah ini BMT tidak meminta upah (fee) kepada
nasabah atas jasa kafalah bil wakalah yang dilakukan oleh BMT. Hal tersebut
hampir sama dengan akad gardh yang tidak meminta margin (keuntungan) dari
pempiayaan yang diberikan. Nasabah hanya wajib untuk membayar pokok
pembiayaannya saja.

Penerapan akad pembiayaan take over untuk alternatif pertama yaitu
kafalah bil wakalah dan murabahah dapat dikatakan kurang sesuai syariah
karena adanya dua pihak yang sama yang melakukan akad dengan barang yang
sama, sedangkan harga dan sistem pembayaran yang berbeda, hal tersebut
menjadi permasalahan karena akad tersebut hampir sama dengan akad ba’i al-
inah’®’ yang telah dilarang oleh sebagian besar ulama’ kerena dapat merugikan
salah satu pihak.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Farida Sutarsih yang
menjelaskan bahwa desain akad pembiayaan take over KPR Syariah di Bank
Muamalat Indonesia menggunakan gardh dan murabahah yang merupakan

alternative 1 dari empat alternative yang ditetapkan DSN-MUI dalam fatwa

DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang. Alternatif

97 Ba’i inah adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan
janji untuk dibeli kembali (sale and buy back) dengan pihak yang sama. Bai’i al-Inah adalah
penjualan tunai (cash sale) dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh.
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Akad pertama dalam fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang
Pengalihan Hutang kurang sesuai syariah karena salah satu syarat yang harus
dipenuhi dalam murabahah adalah komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga.
Sehingga pembelian komoditas/barang dari nasabah sendiri dengan perjanjian
buy back “pembelian kembali” adalah sama dengan transaksi berbasis bunga.
Dalam hal ini mirip ba’l al-inah.!® Oleh sebab itu agar terhindar dari
penggunaan akad yang mendekati riba tersebut, maka lebih baik jika
penggunaan alternatif akad pertama yaitu kafalah bil wakalah dan murabahah
pada pembiayaan take over dalam BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro lebih
baik dihindari karena takut dapat menyamai akad ba’i al-inah yang dilarang
oleh syariah Islam.

Sedangkan untuk alternatif akad yang kedua dalam pembiayaan take
over yang digunakan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro yaitu
akad kafalah bil wakalah dan musyarakah dapat dikatakan aman untuk
digunakan dan tidak menyimpang dari syariah Islam, karena adanya sistem
bagi hasil yang terjadi pada kedua belah pihak, dan pengambilan bagi hasil
yang dirundingkan terlebih dahulu antara BMT dan nasabah agar sama-sama
merasa tidak dirugikan.

Sedangkan akad yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang
Pembantu Kanigoro untuk pembiayaan gadai emas syariah adalah akad rahn
bil ujrah. Akad rahn sendiri adalah manahan harta milik nasabah sebagai

jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan akad rahn bil ujrah

1%8Farida Sutarsih, “Desain Akad Pembiayaan Take Over KPR Syariah di Bank Muamalat
Indonesia”,UINSyarifHidayatullah,Skripsi,(2008),http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/1
23456789/8680/1/FARIDA%20SUTARSIH-FSH.pdf, Kamis, 05/11.2015, Jam 13.36



http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8680/1/FARIDA%20SUTARSIH-FSH.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8680/1/FARIDA%20SUTARSIH-FSH.pdf
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adalah menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang
diberikan BMT, dengan pengambilan keuntungannya melalui ujrah (upah) dari
biaya perawatan dan penjagaan keamanan dari barang gadai emas (marhun)
nasabah. Seperti yang dijelaskan dalam buku “ Manajeman Baitul Mal Wa
Tamwil (BMT)” karya Muhammad Ridwan, bahwa dalam sistem rahn, orang
yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, tetapi BMT dapat
menetapkan sejumlah fee atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan,
dan administrasi.'%°

Akad rahn sendiri diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.
25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn, menjelaskan bahwa salah satu bentuk
jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman
dengan menggadaikan barang sebagai jaminan.*'® Jelas dari pernyataan
tersebut diketahui bahwa akad rahn diperbolehkan oleh syariah Islam. Untuk
gadai emas sendiri diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-
MUI/111/2002 Tentang Rahn Emas, menetapkan bahwa (1) Rahn emas
dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn pada Fatwa DSN No. 25/DSN-
MUI/IN/2002 Tentang Rahn, (2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang
(marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin), (3) Ongkos yang dimaksud diatas
besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, (4) Biaya

penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ljarah.**!

109 NMuhammad Ridwan, Manajeman Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta : UlI
Press, 2004), Hal : 173

19 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn

1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn Emas
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Namun BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro tidak
menggunakan akad ijarah seperti yang dijelaskan dalam Fatwa MUI tentang
Rahn Emas karena tempat penyimpanan barang gadai emas terbilang kecil,
sehingga bagi pihak BMT dirasa tidak perlu adanya biaya sewa tempat untuk
emas tersebut. Karena pihak BMT merasa kasihan kepada nasabah jika harus
menyewakan tempat yang terbilang kecil tersebut untuk menyimpan emas
(marhun). Penerapan akad pembiayaan gadai emas syariah dengan
menggunakan akad rahn bil ujrah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu
Kanigoro yaitu nasabah membawa emas yang akan digadikan kepada BMT,
nasabah meminta pembiayaan tunai kepada BMT dengan jaminan emas yang
digadaikan. Setelah nasabah menerima pembiayaan dari BMT dengan
penggadaian emas tersebut, BMT menerima barang gadai emas nasabah yang
sudah di teliti berat, kadar dan keasliannya tersebut dengan menggunakan akad
rahn.

Kemudian untuk biaya penjagaan dan keamanan emas tersebut pihak
BMT meminta ujrah kepada nasabah, dimana besarnya ujrah yang ditetapkan
oleh BMT akan ditanyakan terlebih dahulu kepada nasabah, jika nasabah tidak
setuju dengan besarnya ujrah yang ditetapkan maka nasabah bisa menawar
berapa ujrah yang diinginkan oleh nasabah, dari situ maka akan ada tawar
menawar ujrah antara nasabah dan BMT sampai menemukan kesepakatan.
Seperti syarat ujrah dalam rahn yang dijelaskan dalam Buku Pedoman Akad
Syariah BMT UGT Ala Madzahib Al Arba’ah antara Teori dan Praktek dalam

Produk Pembiayaan menjelaskan bahwa biaya penyimpanan agunan harus
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mengikuti kaidah ujrah (fee) dalam akad ijarah yaitu harus diketahui macam,
jumlah dan sifatnya.**?

Jadi ujrah yang dikenakan pihak BMT dalam akad rahn, ketentuannya
harus mengikuti dengan ketentuan kaidah ujrah yang ada dalam akad ijarah.
Dalam buku “Hukum Gadai Syariah” karya Zainuddin Ali dijelaskan bahwa
pada akad rahn, nasabah (rahin) menyepakati untuk menyimpan barang gadai
(marhun) kepada murtahin di Kantor Pegadaian Syariah sehingga rahin akan
membayar sejumlah ongkos (fee) kepada murtahin atas biaya perawatan dan
penjagaan terhadap marhun.*™® Dari penjelasan diatas maka diketahui bahwa
ujrah yang dikenakan pihak BMT kepada nasabah adalah sebagai imbalan atas
biaya penjagaan dan keamanan dari barang gadai emas tersebut. Sedangkan
untuk lama waktu pembayaran pembiayaannya ditentukan berdasarkan
kesanggupan nasabah dalam melunasinya.

Sebenarnya akad Rahn bil ujrah hampir sama dengan penggabungan
akad Rahn dan ljarah. Hanya saja yang membedakannya jika rahn bil ujrah
tidak mengenakan biaya untuk tempat barang gadai emas. Tetapi dalam akad
ijarah terdapat biaya untuk sewa tempat barang gadai emas, jadi ujrah (fee)
yang diambil dari akad ijarah adalah dari sewa tempat tersebut, sedangkan
untuk akad rahn bil ujrah, fee diambil dari biaya penjagaan dan perawatan dari
barang gadai emas. Jadi untuk akad rahn bil ujrah yang digunakan untuk

pembiayaan gadai emas syariah ini bisa dikatakan sudah sesuai syariah karena

12 Buku Pedoman Akad,......................, Hal : 83
13 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hal : 69
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tidak adanya pihak yang dirugikan. Dalam pengambilan ujrah ditetapakan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Basyir yang
melakukan penelitian pada Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh terkait
pelaksanaan gadai emas dengan menggunakan akad rahn dan ijarah yang ada
di Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan hasil penelitian bahwa gadai
emas pada BSM dilaksanakan oleh nasabah untuk memperoleh pinjaman dana
dari Bank dengan cara menggadaikan benda jaminan berupa emas.
Pelunasannya dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus atau dengan
cicilan selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bank. Apabila nasabah
tidak dapat melunasi utangnya, maka pihak Bank akan melakukan
penjualan/mengeksekusi barang jaminan untuk melunasi utang nasabah
tersebut. Ditinjau menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai emas pada
PT. Bank Syariah Mandiri adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dapat
dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan
Syariah yang menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan
usahanya berdasarkan prinsip syariah, maka BSM merupakan salah satu Bank
Syariah yang dalam menjalankan produk usaha gadai sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam. ***

14Ridwan Basyir, “Pelaksanaan Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Meulaboh Menurut Hukum Islam”, Universitas Sumatera Utara:Medan, Tesis,
(2011), http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31054/6/Cover.pdf, Rabu, 04/05/20186,
Jam 15: 25.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB V dari hasil pembahasan yang
penulis lakukan mengenai Penerapan Akad Pembiayaan Take Over dan
Pembiayaan Gadai Emas Syariah di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang
Pembantu Kanigoro Blitar, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akad
pembiayaan take over pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro
mempunyai dua alternatif akad, alternatif akad pertama yaitu akad kafalah bil
wakalah dan murabahah. Dan alternatif akad kedua yaitu akad kafalah bil
wakalah dan musyarakah. Untuk penerapan akad pertama yaitu kafalah bil
wakalah dan murabahah diketahui bahwa terjadi pembelian dan penjualan
asset yang sama dengan orang yang sama tetapi dengan harga dan sistem
pembayaran yang berbeda. Hal tersebut hampir sama dengan penerapan akad
ba’i al-inah yang dilarang oleh syariah Islam. Oleh karena itu untuk akad
kafalah bil wakalah dan murabahah yang diterapkan pada pembiayaan take
over ini, lebih baik dihindari agar tidak terjerumus pada transaksi yang
mengandung riba yang dapat merugikan salah satu pihak.

Sedangkan untuk akad yang kedua yaitu akad kafalah bil wakalah
dan musyarakah diketahui bahwa terjadi akad kerjasama antara nasabah dan
BMT, dengan penyertaan modal dari kedua belah pihak, serta penentuan
nisbah bagi hasil yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal

tersebut hampir sama dengan pembiayaan musyarakah pada umumnya jadi
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akad musyarakah pada pembiayaan take over ini bisa dikatakan sudah sesuai
dengan prosedur syariah Islam, dan dari akad tersebut tidak mengandung
unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam dan tidak merugikan salah satu
pihak.

Untuk penerapan pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT
Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar dengan menggunakan akad rahn
bil ujrah, diketahui bahwa dalam akad tersebut terjadi penyerahan barang
gadai emas dari nasabah kepada BMT untuk dijadikan jaminan atas pinjaman
yang diterimanya. Untuk biaya penjagaan dan keamanan barang gadai emas,
pihak BMT meminta ujrah kepada nasabah yang besarnya ditentukan
berdasarkan kesepakatan bersama. Dari akad tersebut, dapat disimpulkan
bahwa penerapan akad rahn bil ujrah untuk pembiayaan gadai emas syariah
diperbolehkan karena sudah sesuai dengan syariah Islam, serta tidak adanya
unsur-unsur yang dilarang oleh Agama yang dapat merugikan salah satu

pihak.

. Saran

Setelah melakukan analisis, maka saran-saran yang dapat penulis
berikan adalah :
1. Untuk BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan
tentang penerapan akad pembiayaan take over dan pembiayaan gadai
emas syariah yang lebih sesuai dengan syariah Islam. Serta diharapkan

dengan adanya penelitian ini BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro lebih
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berhati-hati dalam memilih akad agar tidak terjerumus kedalam akad-akad
dan transaksi yang dilarang oleh syariah Islam. Serta diharapkan agar
BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar lebih sering
memperhatikan akad dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Fatwa DSN-MUI.

. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan bahan
masukan atau referensi yang cukup berarti bagi peneliti selanjutnya
mengenai penerapan akad pembiayaan take over dan pembiayaan gadai

emas syariah.
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